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ABSTRAK 
 
MUH. ANDRY AKBAR, Nomor induk Mahasiswa : 10600106049, Judul : 
“Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Menurut Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan di Kota Makassar”, di bawah 
bimbingan : 
1. ISTIQAMAH, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Satu. 
2. ANDI SAFRIANI, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Dua. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan 
Ujian Nasional (UN) Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan 
Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tentang 
Sistem Pendidikan di Kota Makassar Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar. Dipilihnya lokasi penelitian 
ini, didasarkan atas pertimbangan bahwa di daerah ini penyelenggaraan 
pendidikan mengalami perkembangan yang sangat signifikan, jika dibandingkan 
dengan daerah-daerah lainnya baik dari segi sarana pendukungnya dan 
ketersediaan tenaga kependidikan serta giat dalam meningkatkan pembangunan di 
segala bidang. 
Populasi dalam penelitian ini, adalah seluruh Kepala Sekolah, guru dan 
siswa pada Sekolah tingkat Menengah, Kejuruan dan Aliah yang ada di kota 
x 
 
Makassar. Sampel ditetapkan secara purposive sampling yaitu dengan 
menentukan jumlah responden. Penetapan sampel dengan jumlah tertentu ini, 
didasarkan homogenitas responden yaitu sebagai penyelenggara pendidikan dan 
peserta didik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan UN di kota Makassar 
dalam realitasnya kurang efektif pelaksanaanya sebagai akibat kontradiksi 
kewenangan dalam melakukan evaluasi terhadap siswa. Penentapan standar nilai 
UN yang tinggi dan belum disesuaikan dengan kondisi nyata baik sekolah 
maupun daerah. Dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh faktor materi soal yang 
di ujikan, kesiapan guru, fasilitas, kelulusan dan standar nilai kelulusan. 
Sebagai rekomendasi dari penelitian ini, kelulusan siswa seharusnya tidak 
perlu ditetapkan standar secara nasional, akan tetapi sebaiknya menjadi 
kewenangan dari sekolah dalam menetapkan standar keluluan siswa. Standar mutu 
pendidikan nasional sebaiknya tidak bertumpu pada perolehan nilai dari UN, 
tetapi sebaiknya lebih berorientasi pada parameter akreditasi sekolah dengan 
fokus terhadap aspek kompetensi yaitu afektif, kognitik dan psikomotorik dari 
siswa yang mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu amanat para pendiri bangsa (fathers founding) ini, sebagaimana 
yang tertuang dalam Alinea ke IV pembukaan Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dari 
tujuan negara tersebut, secara ekspilisit menginginkan pendidikan dilaksanakan 
dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Manusia membutuhkan 
pendidikan dalam kehidupannya, karena pendidikan itu sendiri merupakan usaha 
agar manusia mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau 
dengan cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Karena itu, pendidikan 
merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan di setiap negara. 
Fitrah kehidupan manusia adalah menjalani kehidupan ini sesuai dengan 
aturan-aturan kehidupan yang telah ditetapkan oleh penciptanya, yaitu Allah Swt 
karena Dia yang paling mengetahui segalanya tentang makhluk ciptaan-
2 
 
Nya.Dalam firman Allah SWT yang menjelaskan tentang pentingnya sebuah 
pendidikan dalam QS.Al-Mujadalah (58) :11
1
 
 
              
           
       
 
 
Terjemahannya :Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: 
“Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapanglkanlah, 
niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 
dikatakan: “Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah 
akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi Ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
 
 
Dalam ayat ini tidak menyebut secara tegas bahwa Allah akan 
meninggikan derajat orang berilmu. Tetapi menegaskan bahwa mereka yang 
berilmu memiliki derajat-derajat yakni yang lebih tinggi dari yang sekadar 
beriman. Tidak disebutnya kata meninggikan itu, sebagai isyarat bahwa 
sebenarnya ilmu yang dimilikinya itulah yang berperanan besar dalam ketinggian 
derajat yang diperolehnya, bukan akibat dari faktor di luar ilmu itu. 
 
 
                                                             
1
Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta; Gema Insani, 1971, 
h.908 
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Pentingnya sebuah pendidikan dalam setiap aspek kehidupan juga 
tegaskan oleh Rasulullah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :
2
 
“Tholabul Ilmi Faridlotun ‘Ala Kulli Muslimin Wamuslimatin”. HR. Ibnu Majah, 
Baihaqi. 
Artinya :(“Menutut Ilmu Wajib atas semua muslim dan muslimah”), HR. Ibnu 
Majah, Baihaqi. 
 
Kewajiban menuntut ilmu dalam hadits ini adalah ilmu agama, ilmu yang 
akan menuntun setiap orang muslim pada kehidupan yang hakiki.Penguasaan 
terhadap ilmu, pengetahuan-teknologi, aspek-aspek materi (hasil-hasil teknologi) 
dan kemajuan-kemajuan lainnya merupakan sesuatu yang harus disadari oleh 
kaum muslimin sebagai kebutuhan dan kewajiban yang harus selalu dilaksanakan 
dalam menjaga keberlansungan kehidupan (peradaban). Fitrah ini pula yang akan 
mengangkat harkat dan martabat manusia pada posisi yang seharusnya yaitu 
sebagai makhluk yang paling mulia yang diciptakan Allah Swt yang diantaranya 
dapat tetap terpelihara dengan didukung oleh keberhasilan suatu proses 
pendidikan. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Qs. Az-Zumar (39) :9 :
3
 
 
                 
             
 
 
                                                             
 2 www.ilmuhadist.com, 22 Maret 2012, 13.15 WITA 
3
Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, (Jakarta; Gema Insani, 1971, 
h.745 
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Terjemahanya :“(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah 
orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan 
berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan 
rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang 
mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" 
Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima 
pelajaran”. 
 
Dalam ayat tersebut di jelaskan bahwa ilmu pengetahuan adalah mengenal 
adanya Allah. Adapun orang yang berilmu pengetahuan dengan yang tidak, tentu 
tidak sama derajatnya. Orang berilmu memiliki keutamaan yaitu memiliki derajat 
yang lebih mulia di hadapan Tuhannya. Karena dengan berbekal kecedasan otak 
saja tidak cukup kalau tidak ada tuntunan jiwa yaitu berupa iman yang menjadi 
pelita bagi pengetahuan. Dan kesimpulannya adalah keseimbangan antara akal 
budi (Albaab)merupakan gabungan antara kecerdasan spiritual dan kecerdsan akal 
sehingga dapat meninggikan derajat manusia dihadapan Tuhannya. 
Saat ini Indonesia sebagai salah satu negeri kaum muslimin terbesar telah 
didera berbagai keterpurukan, yang diantara penyebab keterpurukan tersebut 
terjadi karena kekeliruan dalam menyelenggarakan sistem Pendidikan 
Nasionalnya.Di dalam Undang undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (selanjutnya 
disingkat UUD 1945) mengenai pendidikan ini, diatur secara tersendiri dalam Bab 
XIII, dengan judul pendidikan, yang diatur dalam Pasal 31 khususnya ayat (1) dan 
ayat (3) menetapkan bahwa : 
4
 
                                                             
 4Amandemen lengkap UUD 45, ( Jakarta, Bintang Indonesia, 2006), h.25 
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Ayat (1)  : “Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”. 
Ayat (3)     :  “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 
sistem pengajaran nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
serta  akhlaq mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang 
diatur UU”. 
 
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari amanat tersebut diatas, khususnya 
Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, maka diundangkanlah Undang Undang Nomor 20 
Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disingkat UU 
Sisdiknas).
5
 Dalam penjelasan umum UU Sisdiknas ditegaskan bahwa gerakan 
reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, 
desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara.
6
 Keberadaan UU Sisdiknas ini, membawa 
perubahan yang mendasar terhadap sektor pendidikan, karena telah mendorong 
pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah (school based management) 
dan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang berpihak pada otonomi guru 
serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka, sehingga pendidikan 
menjadi urusan publik atau menjadi urusan masyarakat secara umum dengan 
mengurangi wewenang pemerintah.Dengan adanya prinsip tersebut tentunya akan 
mampu meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan nasional. Khususnya pada 
unsur pengetahuan (kognitif), sikap ( afektif) dan keterampilan (psikomotorik). 
Namun kebijakan yang diambil oleh pemerintah menyangkut 
penyelenggaraan pendidikan akhir-akhir ini menuai kontroversi, salah satu contoh 
aktualnya adalah Ujian Nasional (UN), sebagaimana yang diatur dalam Peraturan 
                                                             
5
 Darmaningtyas,dkk,MembongkarIdeologiPendidikan:Jelajah UU Sisdiknas(Yogyakarta 
,Resolusi Press, 2004).  h 4 
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Menteri Pendidikan Nasional No.75 Tahun 2009 Tentang Ujian Nasional 
SMP/Mts, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2009/2010 
(selanjutnya disingkat Permen Diknas UN).
7
 Yang bertujuan untuk mengetahui 
hasil belajar peserta didik dan untuk memperoleh keterangan serta standar mutu 
pendidikan secara nasional dalam rangka menjaga akuntabilitas pelaksanaan 
manajemen berbasis sekolah. 
Penetapan kebijaksanaan ini, tidak partisipatif dan sangat kontradiktif 
dengan UU Sisdiknas yang menekankan urgensi pendidikan diselenggarakan 
secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dalam proses 
pendidikan dengan mendorong sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat. 
Berbagai kalangan menilai, UN tidak bisa dijadikan parameter untuk menilai 
kualitas pendidikan siswa yang sebenarnya, apalagi yang dinilai hanya sisi 
kognitifnya (pengetahuan) saja. Kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 20 Permen 
Diknas mengenai standar kelulusan UN,juga sulit untuk dicapai, karena ada 
ketimpangan kendali mutu sekolah terhadap kinerja guru yang belum optimal, 
kurangnya peranan fasilitator terhadap kebutuhan guru maupun siswa dalam 
melaksanakan programnya sehingga penyelenggaraan sistem pendidikan menjadi 
kurang baik. Di satu pihak pemerintah menghendaki mutu pendidikan yang tinggi, 
tetapi di lain pihak masih terjadi mutu pelayanan yang rendah dalam proses 
belajar mengajar di sekolah. 
                                                                                                                                                                       
6
 Lembaran Pertimbangan Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem 
pendidikan 
 
7
 Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi.Konsep;Karakteristik dan 
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Terkait dengan kondisi pendidikan di Indonesia Abdul Malik Fadjar 
(Mendiknas Tahun 2001) mengakui kebenaran penilaian bahwa sistem pendidikan 
di Indonesia adalah yang terburuk di kawasan Asia. Beliau mengingatkan, 
pendidikan sangat sangat dipengaruhi oleh kondisi social politik, termasuk 
persoalan stabilitas dan keamanan, sebab pelaksanaan pendidikan membutuhkan 
rasa aman. Menanggapi hasil survei Political and Economic Risk Consultancy 
(PERC) yang menyebutkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia terburuk di 
kawasan Asia, yaitu dari 12 negara yang disurvei oleh lembaga yang berkantor 
pusat di Hongkong itu, Korea Selatan dinilai memiliki sistem pendidikan terbaik, 
disusul Singapura, Jepang dan Taiwan, India, Cina, serta Malaysia. Indonesia 
menduduki urutan ke – 12, setingkat dibawah Vietnam.8 
Kondisi ini menunjukan adanya hubungan yang berarti antara 
penyelenggara pendidikan dengan kualitas pembangunan sumber daya manusia 
Indonesia yang dihasilkan selama ini, meskipun masih ada faktor – faktor lain 
yang juga mempengaruhinya. 
Bahkan dalam diskusi publik mengenai Ujian Nasional yang 
diselenggarakan oleh Fajar tanggal 27 Januari 2010 terungkap bahwa sistem 
pelaksanaan UN yang diselenggarakan selama ini, dinilai belum terjamin 
kredibilitasnya. Pemerintah diharapkan segera menciptakan metode dan sistem 
baru yang lebih ideal, agar hasil yang dicapai terjamin murni dan 
berkualitas.Dalam kaitan ini, tepatlah ungkapan Soedijarto (Kompas Desember 
2006) bahwa penentuan kelulusan siswa yang takluk pada Standar Ujian Nasional 
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dengan sendirinya mengusung kreativitas pembelajaran. Semua materi yang 
diajarkanoleh guru harus mengacu pada target menjawab Soal – soal Ujian 
Nasional. Jika demikian halnya, wajar bila muncul semacam gugatan untuk apa 
pendidikan atau persekolahan diselenggarakan. Untuk mengejar nilai Ujian 
Nasional atau  memerdekakan anak menuju pendewasaan dan kemandirian 
mereka.  
Demikian pula di kota Makassar problematika UN masih menimbulkan 
berbagai masalah dalam penerapannya. Parameter standar nasional dalam 
penentuan kelulusan siswa menyebabkan masih banyak siswa yang gagal dalam 
menempuh ujian nasional. Hal ini, disebabkan karena pemerintah mengidentikkan 
penyelanggaraan pendidikan di semua daerah. Pada hal faktanya tidaklah 
demikian, karena yang sekolah di gunung tentu berbeda dengan yang sekolah di 
kota-kota besar. 
Pada umumnya pelaksaanaan Ujian Nasional di Kota Makassar sendiri 
masih menimbulkan beberapa problematik  seperti halnya yang terjadi di kota-
kota besar lainnya. Beberapa diantaranya yaitu, tidak meratanya kebijakan 
pemerintah dalam memberikan standar kelulusan nasional bagi sekolah-sekolah, 
seperti yang kita ketahui perbedaan strata maupun tingkat pendidikan antara 
sekolah favorit atau unggulan jauh berbeda dengan sekolah-sekolah yang masih 
memiliki keterbatasan sarana, fasilitas dan tenaga pengajar. Sebagaimana yang 
terjadi pada Madrasah Aliah Ulul Albab yang berlokasi di Kecamatan 
Biringkanya Makassar  sebagai sekolah swasta yang pada dasarnya memiliki 
banyak kendala dalam menghadapi Ujian Nasional, mulai dari keterbatasan sarana 
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seperti ruang kelas bagi siswa, buku-buku mata pelajaran sesuai standar 
kurikulum yang berlaku, serta tenaga pengajar yang membuat kurangnya kesiapan 
siswa maupun para guru dalam mengahadapi ujian nasional dan mencapai standar 
nilai kelulusan yang telah ditetapkan
9
. 
Kebijakan pemerintah ini juga menimbulkan indikasi negatif seperti 
munculnya dampak psikologis seperti rasa takut para siswa, guru, orang tua siswa 
dan pihak sekolah dalam mencapai standar nilai kelulusan. Dari rasa takut itulah 
lahirlah bentuk tindak pidana baru dalam dunia pendidikan seperti kecurangan 
dalam ujian dan pembocoran soal ujian yang sebenarnya merupakan salah satu 
dokumen rahasia milik Negara yang dalam beberapa tahun terakhir ini banyak kita 
temui khusunya di kota Makassar, Pada tahun 2008, sebanyak 751 siswa dari 
enam sekolah SMA yang berbeda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengikuti 
pelaksanaan Ujian Nasional (UN) ulang karena terindikasi melakukan tindak 
kecurangan membocorkan soal Ujian Nasioanal oleh Badan Standar Nasional 
Pendidikan (BNSP)
10
. 
Berdasarkan uraian di atas, maka tampak bahwa problematika mengenai 
UN perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam untuk ditelaah pelaksanaanya 
dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional serta megulas, terutama di 
kota Makassar. Karena itu, penelitian terhadap pelaksanaan UN menjadi penting 
untuk dikaji sebagai suatu problematika hukum. 
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B. Rumusan dan Batasan Masalah  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat 
diidentifikasi adalah sebagai berikut : 
1. Sejauhmanakah pelaksanaan Ujian Nasional Menurut UU No.20 
Tahun 2003 di Kota Makassar. 
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan Ujian 
Nasional menurut UU No.20 Tahun 2003 di Kota Makassar. 
 
C. Hipotesis 
          Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap masalah pokok tertentu 
yang masih dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian.Adapun hipotesis 
yang diajukan adalah : 
1. Pelaksanaan Ujian Nasional yang diterapkan di Kota Makassar kurang 
efektif dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan ujian nasional 
di Kota Makassar antara lain : kesiapan sekolah dan guru, materi soal 
dan kelulusan serta fasilitas dan standar kelulusan. 
 
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Pembahasan 
   Adapun defenisi operasional dan ruang lingkup pembahasan, adalah : 
11 
 
1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan Negara.
11
 
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila 
dan Undang Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 yang berakhir pada nilai – nilai agama, kebudayaan nasional 
Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
12
 
3. Evaluasi penddikan adalah kegiatan pengendalian, penjamin dan 
penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan 
pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
13
 
4. Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan pengukuran dan penilaian 
kompotensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan 
dasar dan menengah.
14
 
5. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan 
yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan 
nasional.
15
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6. Stakeholder pendidikan adalah orang – orang atau pihak – pihak yang 
merasa berkepentingan dengan pendidikan yaitu guru, orang tua 
murid, pimpinan sekolah, keluarga, masyarakat, organisasi politik, 
LSM, dunia kerja, pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
16
 
7. Tujuan pelaksanaan Ujian Nasional adalah untuk menjamin mutu 
pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 
yang bermatabat.
17
 
 
E. Kerangka Pikir 
Pelaksanaan UN adalah merupakan evaluasi pendidikan yang merupakan 
salah satu komponen utama yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan Pendidikan 
Nasional. Di dalam Pasal 31 Ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap warga 
negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya 
serta mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional. 
Penegasan tersebut, telah mengamanatkan agar pemerintah 
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, sebagaimana tertuang dalam 
Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Pemerintah menyelenggarakan 
satu sistem Pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
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serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur 
dengan Undang – Undang. 
Ketentuan dia atas, merupakan penjabaran dari tujuan nasional yang 
termasuk dalam Alinea IV Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. 
Selanjutnya dengan disahkannya UU Sisdiknas, telah membawa 
perubahan yang mendasar dalam sistem pendidikan nasional. Perubahan mendasar 
yang dicanangkan dalam undang – undang ini, antara lain adalah demokratisasi 
dan desentralisasi pendidikan. Demokratisasi mengarah kepada dua hal yaitu 
pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah. Hal ini, berarti peranan 
pemerintah akan dikurangi dan lebih member peluang yang besar pada 
masyarakat untuk berpartisipasi. Demikian pula, peranan pemerintah yang bersifat 
senstralistis dan yang telah berlangsung cukup lama, dikurangi dengan 
memberikan peranan yang lebih besar kepada pemerintah daerah melalui sistem 
desentralisasi. 
Meskipun demikian, dalam realitasnya pemerintah tetap mengeluarkan 
kebijaksanaan yang tidak demokratis dan sangat sentralistis, antara lain 
kebijksanaan pemerintah dibidang pendidikan yang menuai banyak sorotan ialah 
diadakannya Ujian Nasional (UN) yang dituangkan dalam Peraturan Mendiknas 
No. 75 Tahun 2009. Dalam Permen Diknas UN tersebut, ditetapkan bahwa 
standar kelulusan siswa adalah memiliki nilai rata – rata 5.50 untuk seluruh mata 
pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4.25 untuk mata pelajaran lainnya. 
14 
 
Khusus untuk SMK, nilai mata pelajaran praktik kejuruan minimal 7.00 dan 
digunakan untuk menghitung rata – rata UN (Pasal 20 ayat (1)).18 
Namun perlu diketahui bahwa tidak semua bentuk evaluasi dapat dipakai 
untuk mengukur pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Informasi 
tentang tingkat keberhasilan pendidikan akan dapat dilihat apabila alat evaluasi 
yang digunakan sesuai dan dapat mengukur setiap tujuan. Alat ukur yang tidak 
relevan dapat mengakibatkan hasil pengukuran tidak tepat bahkan salah sama 
sekali. 
UN yag dimaksudkan sebagai sarana peningkatan mutu pendidikan tidak 
akan efektif, apabila tidak diikuti pembenahan atau perbaikan faktor – faktor yang 
mempengaruhi peningkatannya. Pembenahan tersebut, antara lain pada kesiapan 
sekolah dan guru, materi soal dan kelulusan, fasilitas dan standar nilai kelulusan. 
Untuk lebih jelasnya hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas, 
tampak dalam bagan kerangka pikir berikut ini: 
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F. Bagan Kerangka Pikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UUD NEGARA RI TAHUN 1945 
 UU NO. 20 TAHUN 2003 
 PP NO. 19 TAHUN 2005 
 PERMENDIKNAS NO. 75 TAHUN 2009 
UJIAN NASIONAL 
 
Pelaksanaan 
Ujian Nasional 
 Kompetensi 
 Persiapan Ujian Nasional 
 Penilaian Ujian Nasional 
Faktor – faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan Ujian Nasional 
 Materi Soal 
 Persiapan Guru 
 Fasilitas 
 Kelulusan dan Standar Nilai 
 
Pelaksanaan Ujian Nasional di Kota Makassar 
Kurang Efektif 
Solusi/Kesimpulan 
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G. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Ujian Nasional 
menurut UU No.20 Tahun 2003 di Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan Ujian Nasional menurut UU No.20 Tahun 2003 di Kota 
Makassar. 
b. Manfaat Penelitian 
Adapun Manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini, 
adalah : 
1. Manfaat teoritis 
Diharapkan hasil penelitian ini, dapat memberi kontribusi dalam rangka 
pengembangan khasanah ilmu hukum di bidang penyelenggaraan 
pendidikan nasional. 
2. Manfaat praktis 
Diharapkan hasil penelitian ini, dapat memberikan kontribusi terhadap 
masalah pendidikan nasional, khususnya mengenai problematik UN, 
sehingga pemerintah mampu menetapkan kebijakan dibidang pendidikan 
nasional dan dapat lebih memperhatikan kemampuan daerah secara 
berbeda dan objektif. 
 
1 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Efektifitas Hukum 
Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat penyelesaian sengketa atau 
konflik, disamping fungsi yang lain sebagai alat pengendalian sosial dan alat rekayasa 
sosial. Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau 
perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-
rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Dilain pihak ada yang 
memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode 
berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya 
sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan 
tertentu. 
1. Teori Ketaatan 
Menurut H.C. Kelman, ketaatan Hukum itu sendiri dapat dibedakan 
kualitasnya dalam tiga jenis , seperti yang dikemukakan  juga oleh L.Pospisil (1971)
1
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a. Compliance ( ketaatan yang bermutu rendah ) yaitu seseorang menaati suatu 
aturan hanya karena takut terkena sanksi. Dan kelemahan ketaatan jenis ini, ia 
membutuhkan pengawasan yang terus-menerus agar timbul rasa selalu 
menaati aturan. 
b. Identification yaitu seseorang mentaati suatu aturan hanya karena takut 
hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
2
 
c. internalization (ketaatan yang bermutu tinggi) yaitu seseorang mentaati suatu 
aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-
nilai instristik yang dianutnya.
3
 
2. Teori Efektifitas Hukum 
Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila 
seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai 
tujuanya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur 
sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. 
Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai 
pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus 
ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi 
hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan 
mental sehingga seseorang mempunyai kecendurangan untuk memberikan pandangan 
yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. 
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Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang 
secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai 
kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau 
bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan 
mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya 
frustasi, tekanan, atau bahkan konflik dan problematik. 
Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti 
membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat 
untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang 
harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Oleh 
karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum berfungsi dalam 
masyarakat yaitu, Kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, 
sarana atau fasilitas yang digunakan penegak hukum, kesadaran masyarakat. 
Didalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai 
berlakunya hukum sebagai kaidah
4
, yaitu : 
1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada 
kaidah yang lebih tinggi tingkatanya atau terbentuk atas dasar yang telah 
ditetapkan. 
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabiala kaidah tersebut efektif. 
Artinya, kaidah yang dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa 
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walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah 
itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat. 
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum 
sebagai nilai positif yang tertinggi. 
Untuk melihat efektif atau tidaknya hukum yang berjalan harus disesuaikan 
dengan kaidah-kaidah tersebut. Efektifnya suatu hukum menjadi harga mati bagi 
pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur masyarakatnya 
khususnya dalam mencapai tujuan dan cita-cita bersama dalam mewujudkan 
kesejahteraan bagi Negara dan masyarakat. 
Berdasarkan landasan teori diatas menjadi dasar maupun acuan penelitian 
terhadap efektifitas hukum dan peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan 
pemerintah khususnya dibidang pendidikan mengenai Pelaksanaan Ujian Nasional 
Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2003 di Kota Makassar. 
 
B. Pendidikan Nasional 
1. Pengertian Pendidikan 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan Pendidikan nasional adalah pendidikan 
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yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan 
tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah 
keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai 
tujuan pendidikan nasional.
5
 
2. Pengertian Ujian Nasional 
Ujian Nasional (UN) adalah salah satu evaluasi atau seleksi yang dilakukan 
pada dunia pendidikan yang disesuaikan dengan standar pencapaian hasil yang 
dilakukan secara nasional. Awalnya ujian nasional diartikan sebagai langkah untuk 
mengetahui keberhasilan dari proses pendidikan dan pembelajaran yang ada diseluruh 
wilayah Indonesia. Dengan dilaksanakannya ujian nasional, pemerintah 
mengharapkan dapat memetakan tingkat kemampuan sekolah sehingga dapat 
melakukan penentuan terhadap skala prioritas penanganan proses pendidikan. Tetapi, 
belakangan ini pengertian dari ujian nasional yang ada dulu telah mengalami 
perubahan orientasi yang signifikan sehingga dijadikan sebagai satu-satunya 
penentuan keberhasilan dan kelulusan dari para anak didik. Dengan menetapkan suatu 
angka yang kemudian dipakai sebagai batas minimal nilai kelulusan.
6
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C. Pelaksanaan Pendidikan Nasional 
1. Fungsi Negara di Bidang Pendidikan 
Tugas pemerintah sebagai realisator atas perwujudan fungsi Negara yang 
demikian luas menyebabkan pemerintah tidak hanya berfungsi mengatur, akan tetapi 
juga berfungsi mengembangkan dan melayani kebutuhan masyarakat yang 
berkembang terus menerus dan saling berkaitan satu sama lainnya. 
Dengan fungsi mengatur mengandung pengertian dan berdiam di dalam 
wilayah masyarakat Negara bersangkutan. Tujuan pengaturan ini ialah untuk 
menciptakan atau mempertahankan keadaan tata hidup masyarakat agar dapat 
berjalan lancar dengan tertib dan harmonis. Untuk memenuhi tugas ini peranan 
pemerintah Negara itu, harus diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. 
Sebaliknya dengan fungsi mengembangkan kehidupan masyarakat yang mempunyai 
sekian banyak aspek itu memberikan keharusan pemerintah menjadi agent of 
development, memberi tugas pada pemerintah untuk aktif hampir di seluruh bidang 
kehidupan masyarakat, termasuk penyelenggaraan di bidang pendidikan. Karena itu, 
pemerintah harus berperanan sebagai pendorong inisiatif dalam usaha mengadakan 
perubahan dan pembangunan masyarakat berarti pemerintah berkewajiban berperan 
sebagai enterprenuer, innovator dan harus pula menjadi stabilitator.
7
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Dalam melaksanakan tugas pelayanannya kepada masyarakat, pemerintah 
dibatasi oleh luas jangkauan dan wewenangnya, sebagaimana ditetapkan dalam 
ketentuan perundang – undangan yang berlaku.8 
Selanjutnya dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia ke IV secara tegas 
ditetapkan fungsi dan tujuan Negara merupakan tugas daripada Pemerintah Negara 
Indonesia
9
 : 
Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. 
 
Dengan demikian kemerdekaan bangsa Indonesia bukan merupakan tujuan 
akhir, tetapi untuk mencapai cita – cita nasional sebagaimana dirumuskan dalam 
Pembukaan UUD 1945. Negara hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan 
dan mencapai tujuan nasional tersebut. 
Pembangunan Negara Indonesia sendiri tidak akan terjebak menjadi sekedar 
rule driven, melainkan tetap mission driven yang tetap didasarkan atas aturan. Negara 
tidak hanya memelihara ketertiban dan menegakkan hukum, tetapi juga mengurusi 
masyarakat agar dapat mencapai kesejahteraan.
10
 
Dalam istilah Moh. Hatta disebut dengan istilah Negara pengurus. Negara 
tidak hanya memelihara ketertiban dan menegakkan hukum, tetapi juga mengurusi 
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 Muin Fahmal, Peran asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan 
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masyarakat agar dapat mencapai kesejahteraan. Salah satu hal yang membutuhkan 
campur tangan Negara adalah masalah pendidikan
11
. 
Terdapat tiga paradigma di dunia pendidikan, yaitu paradigma konservatif, 
paradigma liberal, dan paradigma kritis. Bagi paradigma konservatif, ketidak 
sederajatan masyarakat merupakan suatu hukum keharusan alami dan mustahil 
dihindarkan. Bagi paradigma kaum konservatif, mereka yang menderita, orang 
miskin, dan buta huruf adalah karena kesalahan mereka sendiri. Sedangkan 
paradigma liberal berangkat dari keyakinan bahwa tidak ada keterkaitan antara 
masalah pendidikan dengan masalah ekonomi dan politik. Sebaliknya menurut 
paradigma  kritis, pendidikan merupakan arena perjuangan yang menghendaki 
perubahan struktur secara fundamental dalam politik ekonomi masyarakat
12
. 
Usaha pencapaian cita – cita nasional, terutama memajukan kesejahteraan 
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa tidak mungkin dapat dicapai, jika 
paradigma konservatif dan liberal yang digunakan. Paradigma konservatif, akan 
mendorong pendidikan yang segregatif, sedangkan paradigma liberal akan 
menyerahkan masalah pendidikan dan mekanisme pasar yang seimbang. Hasil dari 
kedua paradigma tersebut, adalah jurang pemisah yang semakin lebar antar satu 
masyarakat dengan masyarakat lainnya, yang pada gilirannya membentuk kelas – 
kelas sosial. Kesejahteraan umum dan kecerdasan yang merata hanya dapat dicapai 
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dengan melihat pendidikan sebagai sarana perjuangan, yaitu perjuangan membentuk 
struktur sosial yang adil. 
Fungsi atau kewajiban negara dalam dunia pendidikan merupakan 
konsekuensi diakuinya pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagaimana 
halnya dengan HAM lainnya, posisi Negara dalam hubungannya dengan kewajiban 
yang ditimbulkan oleh HAM, Negara harus menghormati (to respect), melindungi (to 
protect) dan memenuhinya. Berdasarkan kewajiban Negara tersebut, maka menjadi 
keniscayaan bagi Negara untuk campur tangan guna melakukan jaminan, agar HAM 
tersebut dapat dihormati dilindungi dan dipenuhi.
13
 
Dalam kaitan ini, menurut Kelsen bahwa sebagai hak untuk memperoleh 
pendidikan membawa konsekuensi adanya kewajiban bagi Negara untuk memenuhi 
kebutuhan pendidikan bagi warganya. Kendatipun demikian, hak untuk memperoleh 
pendidikan sebagaimana hak – hak ekonomi, social dan budaya yang lain umumnya 
bersifat non justiciable,  sehingga kewajiban Negara untuk memenuhi hak seperti itu 
lebih bersifat mengambil tindakan melalui program pembangunan sesuai dengan 
perencanaan dan kemajuan Negara yang bersangkutan.
14
 
Fungsi atau kewajiban Negara terhadap warga Negara dalam bidang 
pendidikan mempunyai dasar yang lebih fundamental, sebab salah satu tujuan 
didirikannya Negara Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan 
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bangsa. Kewajiban tersebut, melekat pada eksistensi negara, dalam arti bahwa justru 
untuk mencerdaskan kehidupan bangsalah, maka Negara Indonesia dibentuk. Hak 
warga negara untuk mendapatkan pendidikan tidak hanya sebatas kewajiban negara 
untuk menghormati dan melindungi, tetapi menjadi kewajiban Negara untuk 
memenuhi hak warga Negara tersebut. 
Demikian pentingnya pendidikan bagi Bangsa Indonesia menyebabkan 
pendidikan tidak hanya semata – mata ditetapkan sebagai warga Negara saja. Bahkan 
UUD 1945 memandang perlu untuk menjadikan pendidikan dasar sebagai kewajiban 
negara, sebagaimana termaksud dalam Pasal 31 yang berbunyi
15
 :  
1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. 
2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 
membiayainya. 
3) Pemerintah mengusahakan dan meyelenggarakan suatu system pendidikan 
nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang – 
undang. 
4) Negara memperioritaskan anggaran pendidikan sekurang – kurangnya dua 
puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari 
anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 
penyelenggaraan pendidikan nasional. 
5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung 
tinggi nilai – nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban 
serta kesejahteraan umat manusia. 
 
Penegasan Pasal 31 UUD 1945, khususnya Pasal 31 (Ayat (4)) diatas, sejalan 
dengan apa yang telah ditetapkan dalam The International Convenant on Economics, 
Sosial and Cultural Rights (ICESCR) bahwa salah satu yang harus diupayakan oleh 
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negara adalah terselenggaranya pendidikan secara gratis, terutama pada tingkat dasar, 
maka pemerintah harus menyediakan sejumlah dana bagi kepentingan pembangunan 
sumber daya manusia dibidang pendidikan. 
Kewajiban pemerintah juga diatur dalam Pasal 11 UU Sisdiknas yang 
menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan 
dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi 
setiap warga negara tanpa diskriminasi (ayat (1)). Pemerintah dan pemerintah daerah 
wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap 
warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun (ayat (2)). 
Ketentuan dalam Pasal 31 UUD 1945 tersebut, merupakan ketentuan 
konstitusional yang mengandung politik hukum, sekaligus aturan hukum tertinggi di 
Indonesia. Walaupun ketentuan tersebut, dalam UU Sisdiknas khususnya Penjelasan 
Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas dinyatakan akan dilakukan secara bertahap. Dengan 
kondisi pendidikan yang sudah sangat terpuruk, ketentuan ini tentu saja sangat 
bertentangan dengan upaya mencapai cita – cita nasional sebagaimana yang 
diamanatkan dalam alenia ke empat pembukaan UUD 1945. 
2. Visi dan Misi Pendidikan Nasional 
Pembaruan sistem pendidikan nasional membawa konsekuensi terhadap 
perubahan visi dan misi pembangunan pendidikan nasional. Karena itu, pengaturan 
mengenai visi dan misi ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum UU Sisdiknas 
bahwa pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai 
pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara 
12 
 
Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan 
proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. 
Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai visi sebagai 
berikut:  
1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh 
pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. 
2. Membantu dan menfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh 
sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat 
belajar. 
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk 
mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. 
4. Meningkatkan keprofesioanalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan 
sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, 
sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. 
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 
berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, maka pendidikan 
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
13 
 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. 
Selanjutnya dalam UU Sisdiknas sebagai penjabaran lebih lanjut dari UUD 
1945, telah memberikan keseimbangan antara peningkatan iman dan taqwa serta 
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal itu, tercermin 
dalam ketentuan penyusunan kurikulum, sebagaimana diatur dalam pasal 36 (ayat 
(3)) UU Sisdiknas sebagai berikut
16
 :  
Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan : 
a. Peningkatan iman dan takwa. 
b. Peningkatan akhlak mulia. 
c. Peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik. 
d. Keragaman potensi daerah dan lingkungan. 
e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional. 
f. Tuntutan dunia kerja. 
g. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 
h. Agama. 
i. Dinamika perkembangan global dan 
j. Persatuan nasional dan nilai – nilai kebangsaan. 
 
Dalam program pembenahan pendidikan upaya yang perlu ditempuh, adalah 
dengan meningkatkan manjemen pendidikan termasuk upaya desentralisasi dan 
otonomi pendidikan. Karena itu, usaha – usaha yang intensif perlu diberikan untuk 
program ini. 
Didalam program desentralisasi dan otonomi pendidikan terkesan bawah yang 
memegang peranan adalah pemerintah, sehingga akibatnya kemampuan daerah untuk 
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melaksanakan otonomi pendidikan tidak diperhatikan. Jika hal ini yang terjadi, maka 
akan menyebabkan gagalnya usah otonomi pendidikan. Bahkan dapat merupakan 
suatu bencana bagi pendidikan nasional. 
Prioritas utama dari misi pendidikan, adalah justru terletak pada masalah 
manajemen pendidikan yang meliputi, pengurangan kekuasaan pusat terhadap daerah 
untuk semua tingkatan pendidikan, memberdayakan provinsi dan kabupaten / kota 
untuk mengelola pendidikannya sendiri. 
Selanjutnya tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan tercapai 
oleh peserta didik setelah terselenggaranya kegiatan pendidikan. Seluruh kegiatan 
pendidikan, yakni bimbingan pengajaran, dan / atau latihan diarahkan untuk 
mencapai tujuan pendidikan. Dalam konteks ini, tujuan pendidikan merupakan 
komponen sistem pendidikan yang menempati kedudukan dan fungsi sentral. Itu 
sebabnya, setiap tenaga kependidikan perlu memahami dengan baik tujuan 
pendidikan, supaya mereka berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya untuk 
mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Pendidikan berlangsung dalam 
suatu proses panjang yang pada akhirnya akan mencapai tujuan umum atau akhir, 
yaitu kedewasaan atau pribadi dewasa susila. 
3. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Nasional 
Ujian Nasional sebagai alat kontrol sekolah pada era otonomi masih 
diperlukan sepanjang tidak digunakan sebagai penentu kelulusan, namun berfungsi 
layaknya sebagai instrument penelitian terhadap mutu pendidikan secara nasional 
dengan mata pelajaran Ujian Nasional diperluas. Dari data yang diperoleh bias 
15 
 
digunakan sebagai bahan rekomendasi terhadap Depdiknas dalam pengambilan 
kebijaksanaan pendidikan untuk meningkatkan mutu. Dari hasil tersebut bias juga 
diperoleh peringkat kedudukan sekolah yang satu dengan yang lain, sehingga sekolah 
secara moral tetap terikat komitmen pada standar baku yang dibuat oleh pemerintah. 
Selain itu, kekhawatiran terjadinya rentang mutu sekolah yang jauh antara satu 
dengan yang lain bias dihindari. Sekaligus melindungi hak guru sebagai pemegang 
otoritas evaluasi seperti tercantum pada pasal 58 Undang – Undang Sisdiknas. 
UN sebagai alat pengendali mutu sulit diterima keabsahannya sebagai 
parameter tunggal dalam penentuan kelulusan siswa. Desain formula UN diperlukan 
untuk memungkinkan mampu mewadahi berbagai kepentingan sehingga UN tetap 
diperlukan dengan berbagai prasyarat yang menyertainya. Alasan lainnya adalah 
sebagai alat seleksi ke perguruan tinggi, oleh sebab itu tidak dapat dipandang sebagai 
bahan pertimbangan kelulusan. Apalagi dengan tiga mata pelajaran UN tersebut 
tidaklah representatif, sehingga harus ditambah sesuai dengan kebutuhan di 
perguruan tinggi. Kendatipun pada nyatanya tentu tidak semua siswa melanjutkan 
keperguruan tinggi. Karena itu, perlu dibangun kerja sama dengan institusi lain yaitu 
koordinasi antra Depatemen Pendidikan dan perguruan tinggi. 
Diasumsikan pengaruhnya terhadap sekolah akan sangat besar, yaitu adanya 
persaingan antar sekolah. Mereka akan berpacu mengenjot siswanya belajar 
semaksimal mungkin dengan harapan untuk mendapatkan peringkat atas. Namun hal 
ini pun juga tidak punya makna bila kecurangan – kecurangan tetap muncul disekolah 
16 
 
dan ini bukan sebuah dilemma tetapi persoalan yang menarik untuk selalu 
dicermati.
17
  
UN berfungsi sebagai alat pengendali mutu pendidikan secara nasional, dan 
sekaligus sebagai pendorong peningkatan mutu pendidikan secara nasional, bahan 
dalam menentukan kelulusan peserta didik dan sebagai bahan pertimbangan dalam 
seleksi penerimaan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. UN merupakan salah 
satu bentuk evaluasi belajar pada akhir tahun pelajaran yang diterapkan pada 
beberapa mata pelajaran yang dianggap penting, walaupun masih ada perdebatan 
tentang mengapa hanya mata pelajaran itu yang penting dan apakah itu berarti yang 
lain tidak penting. 
Relalitas menunjukkan bahwa di beberapa sekolah ditemukan bahwa ada 
seorang siswa hanya lulus pada UN ulangan, namun tidak lulus pada Ujian Nasional 
utama, tetapi ia berhasil diterima masuk di perguruan tinggi (PT) melalui jalur 
PMDK. Setelah beberapa semester sekolah mengecek keberadaan mahasiswa tersebut 
apakah kena Droup Out (DO) atau tidak, namun yang terjadi mahasiswa tersebut 
punya indeks prestasi yang bagus. Karena itu, bila UN dengan mata pelajaran yang 
sekarang diujikan, sebaliknya sistem tidak lulus ditiadakan karena hanya 
menghambat pengembangan siswa. Hasil Ujian Nasional tidak perlu dijadikan tolak 
ukur kelulusan sekolah tetapi dijadikan acuan indeks peringkat sekolah. Sehingga 
tidak diperlukan batas ambang, berapapun hasil Ujian Nasional yang ada ditulis pada 
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ijazah. Namun hanya dengan tiga mata pelajaran, hasil UN tidak valid untuk 
menggambarkan prestasi sebuah sekolah. 
Sistem tidak lulus yang dimaksudkan ditiadakan adalah berapapun nilai UN 
yang diperoleh oleh siswa, tidak mempengaruhi siswa untuk tidak lulus. Tetapi bila 
hal ini diterapkan, tentunya sistem tidak naik kelas juga tidak ada. Sehingga yang ada 
adalah siswa naik kelas dan lulus. Pengaruhnya terhadap siswa, memungkinkan ia 
mengembangkan potensi yang dimiliki semaksimal mungkin. Karena sejak awal ia 
sudah punya pilihan mata pelajaran sesuai dengan potensi dirinyam dan tentunya ia 
dengan senang hari mempelajari mata pelajaran tersebut secara sungguh – sungguh. 
Dampak negatifnya aka nada mata pelajaran yang diabaikan, sehingga nilainya sangat 
rendah. Meskipun demikian, kedepan dia akan menjadi seorang spesialis yang 
professional dan bukan generalis yang canggung. Sebaliknya dengan adanya UN 
sebagai pertimbangan kelulusan, siswa suka atau tidak suka, mendapat manfaat atau 
tidak bagi kehidupannya kelak, siswa terpaksa belajar karena takut gagal dan 
menghambat karier hidupnya. Siswa tidak punya pilihan lain untuk belajar sesuai 
dengan potensi yang dimiliki. 
4. Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia 
18 
 
Proses pendidikan merupakan upaya sadar manusia yang tidak pernah ada 
hentinya. Sebab, jika manusia berhenti melakukan pendidikan, sulit dibayangkan apa 
yang terjadi pada sistem peradaban dan budaya.
18
 
Dengan ilustrasi ini, maka baik pemerintah maupun masyarakat berupaya 
untuk melakukan pendidikan dengan standar kualitas yang diinginkan untuk 
memberdayakan manusia. Sistem pendidikan yang dibangun harus disesuaikan 
dengan tuntutan zamannya, agar pendidikan dapat menghasilkan outcome yang 
relevan dengan tuntutan zaman. 
Indonesia telah memiliki sebuah sistem pendidikan dan telah ditetapkan 
dengan UU Sisdiknas. Pembangunan kurangnya menggunakan empat strategi dasar, 
yakni pertama, pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan; kedua, 
relevansi pendidikan; ketiga, peningkatan kualitas pendidikan, dan keempat, efisiensi 
pendidikan. Secara umum strategi itu, dapat dibagi menjadi dua dimensi yakni 
peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Pembangunan peningkatan mutu 
diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas pendidikan 
sedangkan kebijaksanaan pemerataan pendidikan diharapkan dapat memberikan 
kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan bagi semua usia sekolah. 
Untuk menjamin kesempatan memperoleh pendidikan yang merata sesuai 
dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan perlu strategi dan kebijaksanaan 
pendidikan, yaitu
19
 : 
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a. Menyelenggarakan pendidikan yang relevan dan bermutu sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan global. 
b. Meyelenggarakan pendidikan yang dapat dipertanggung jawabkan 
(accountable) kepada masyarakat sebagai pemilik sumber daya dan dana serta 
pengguna hasil pendidikan. 
c. Menyelenggarakan proses pendidikan yang demokratis secara profesional, 
sehingga tidak mengorbankan mutu pendidikan. 
d. Meningkatkan efisiensi internal dan eksternal pada semua jalur, jenjang dan 
jenis pendidikan. 
e. Memberi peluang yang luas dan meningkatkan kemampuan masyarakat, 
sehingga terjadidiversifikasi program pendidikan sesuai dengan sifat 
multicultural Bangsa Indonesia. 
f. Secara bertaraf mengurangi peran pemerintah menuju ke peran fasilitator 
dalam implementasi sistem pendidikan. 
g. Merampingkan birokrasi pendidikan sehingga lebih fleksibel untuk 
melakukan penyesuaian terhadap dinamika perkembangan masyarakat dalam 
lingkungan global. 
Pasca reformasi memang membawa perubahan fundamental dalam sistem 
pendidikan nasional. Perubahan sistem pendidikan tersebut, mengikuti perubahan 
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sistem pemerintah yang sentralistik menuju desentralistik atau yang lebih dikenal 
otonomi pendidikan dan kebijaksanaan otonomi nasional itu mempengaruhi sistem 
pendidikan. Di dalam koridor reformasi, otonomi pendidikan mempunyai dua arti. 
Pertama, menata kembali sistem pendidikan nasional yang sentralistis menuju kepada 
suatu sistem yang memberikan kesempatan luas kepada inisiatif masyarakat. Pada 
masa lalu, karena tekanan – tekanan dari sistem kekuasaan yang berlaku, terdapat 
kecenderungan kuat untuk menyamaratakan seluruh sistem pendidikan dengan 
kebijaksanaan – kebijaksanaan yang menunjangnya; Kedua, otonomi pendidikan 
berarti pula demokratisasi sistem pendidikan, yang berarti mengembalikan hak dan 
kewajiban masyarakat untuk mengurus pendidikannya. 
Dalam kaitan dengan kebijaksanaan pemerintah dibidang pendidikan, menurut 
Sudarwan Damin, bahwa kebijakan reformasi pendidikan dianggap berhasil jika 
mampu mendongkrak mutu proses dan keluaran pendidikan. Untuk mencapai tujuan 
reformasi pendidikan, perlu dipilih prakarsa – prakarsa yang memungkinkan 
pencapaian tujuan yang dikehendaki.
20
 
Demikian pula, Anwar Arifin, mengemukakan bahwa demokratisasi 
penyelenggaraan pendidikan, harus mendorong pemberdayaan masyarakat dengan 
memperluas partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang meliputi peran serta 
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perorangan, kelompok keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan 
dalam penyelenggarakan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
21
 
Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan yang berbasis masyarakat, 
dengan mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta 
manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan, atau 
dengan kata lain dana pendidikan yang berbasis masyarakat. Kendatipun demikian, 
sistem pendidikan nasional disentralisasikan dalam bentuk satu jenis kurikulum, 
meskipun diberi wewenang untuk adanya muatan local. Demikian pula, dikenal satu 
ujian nasional dengan argumentasi untuk mencapai kualitas pendidikan. 
Kebijaksanaan yang sentralisasi ini, telah mematikan berbagai jenis inovasi 
pendidikan dan menghasilkan luaran yang tanpa inisiatif. 
Dalam kaitan ini, output pendidikan kita masih sangat rendah kualitasnya. 
Problem – problem pendidikan yang bersifat metodik dan strategik yang 
membuahkan output yang sangat memperihatikan. Output pendidikan kita tidak 
memiliki mental yang bersifat mandiri, karena memang tidak kritis dan kreatif. 
Akhirnya, output yang pernah mengeyam pendidikan malah menjadi pangangguran 
terselubung.
22
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Didalam pengelolaan pendidikan, mengenai demokratisasi secara tegas diatur 
dalam Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) UU Sisdiknas bahwa
23
 : 
Ayat (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta 
disktiminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, 
nilai cultural, dan kemajemukan bangsa; 
Ayat (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 
pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; 
Ayat (3) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua 
komponen masyarakat melaui peran serta dalam penyelenggaraan dan 
pengendalian mutu layanan pendidikan. 
 
 
Ketentuan diatas, menujukkan bahwa pemerintah telah menetapkan adanya 
desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, maka 
pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, 
pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 46 ayat 
(1) UU Sisdiknas bahwa
24
 : 
Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah 
daerah dan masyarakat. 
 
Selanjutnya didalam Pasal 11 UU Sisdiknas ditegaskan bahwa
25
 : 
Ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan 
kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi 
setiap warga Negara tanpa diskriminatif; 
Ayat (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana 
guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusaha 
tujuh sampai dengan lima belas tahun. 
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Penegasan dalam ketentuan diatas,  menunjukkan adanya kewajiban yang 
melekat pada pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan 
nasional. Ada empat isu kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang perlu 
direkonstruksi dalam rangka otonomi daerah. Hal ini, berkaitan dengan peningkatan 
mutu pendidikan dan peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan. Keempat hal 
tersebut djelaskan sebagai berikut
26
 : 
1. Upaya meningkatkan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan 
dan standar kompetensi pendidikan, yaitu melaui consensus nasional antara 
pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat; 
2. Peningkatan efisiensi dan pengelolaan pendidikan mengarah pada pengelolaan 
pendidikan berbasis sekolah, dengan member kepercayaan yang lebih luas 
kepada sekolah untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia bagi 
tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan; 
3. Peningkatan relevansi pendidikan mengarah pada pendidikan berbasis 
masyarakat. Peningkatan peran serta orang tua dan masyarakat pada level 
operasional melalui komite atau dewan sekolah; 
4. Pemerataan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang 
berkeadilan. Hal ini, berkenan dengan penerapan formula pembiayaan 
pendidikan yang adil dan transparan, upaya pemerataan mutu pendidikan 
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dengan adanya standar kompetensi minimal serta pemerataan pelayanan 
pendidikan bagi siswa pada semua lapisan masyarakat. 
 
D. Standar Nasional Pendidikan 
1. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 
Kehadiran Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (selanjutnya disingkat PP SPN) dapat dipandang sebagai tonggak penting 
untuk menuju pendidikan nasional yang diterstandarkan. Dalam Peraturan Pemerintah 
tersebut ditegaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria 
minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.
27
 
PP SPN ini merupakan penjabaran dari UU Sisdiknas, sebagaimana tercantum 
dalam Ketentuan Umum Pasal 1 PP SPN, yang dimaksudkan dengan Standar 
Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh 
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SPN ini, memiliki fungsi 
sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam 
rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Di samping itu, SPN 
memiliki tujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermatabat. Dari fungsi dan tujuan tersebut dapat diketahui, bahwa standarisasi 
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pendidikan nasional ini merupakan bentuk ijtihad yang mencita – citakan suatu 
pendidikan nasional yang bermutu. 
Tidak dapat dipungkiri, bahwa pada saat ini pendidikan nasional bisa 
dikatakan sedikit tertinggal dengan negara – negara tetangga, atau bahkan jauh 
tertinggal dengan negara – negara maju, seperti Amerika dan negara – negara Eropa. 
Hal tersebut dibuktikan dari tidak adanya perguruan tinggi di Indonesia yang masuk 
dalam peringkat 100 perguruan tinggi terbaik di dunia. Iklim politik dan ekonomi 
nasional yang tidak menentu, di tambah lagi dengan perilaku korupsi dari pejabat – 
pejabat negara yang tampaknya sudah membudaya, semakin memperburuk citra 
pendidikan nasional dimata dunia. 
Oleh karena itu, menjadi sebuah keniscayaan adanya perbaikan – perbaikan 
dan penyempurnaan – penyempurnaan terhadap sistem pendidikan nasional dalam 
lingkup makro, dan standar nasional pendidikan dalam ruang lingkup mikro. Hal ini 
bertujuan agar pendidikan nasional tidak selalu tertinggal dalam merespon tantangan 
dan tuntutan perkembangan zaman. Sebagaimana termaktub dalam PP SPN pada 
Pasal 2 ayat (3) bahwa
28
 :  
Standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah dan 
berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, 
dan global. 
 
Dalam mengoperasionalisasikan SPN, pemerintah telah membentuk sebuah 
badan yang bertugas memantau, mengembangkan dan melaporkan tingkat pencapaian 
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standar nasional pendidikan. Adapun badan yang dimaksud adalah Badan Standar 
Nasional Pendidikan (BSNP). Badan ini, memiliki beberapa wewenang guna 
menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pemantau dan pengembang standar 
nasional pendidikan. Wewenang tersebut meliputi
29
 : 
1. Mengembangkan standar nasional pendidikan; 
2. Menyelenggarakan ujian nasional; 
3. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam 
penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan; 
4. Merumuskan criteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang 
pendidikan dasar dan menengah. 
Berdasarkan PP SPN tersebut, terdapat 8(delapan) standar pendidikan 
nasional yang digarap oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, yaitu
30
 : 
a. Standar Isi 
Standar ini, merupakan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang 
dituangkan dalam criteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan 
kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus 
dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 
Standar isi ini memuat kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar, 
kurikulum tingkat satu pendidikan dan kalender pendidikan / akademik. 
b. Standar Proses 
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Standar ini, merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan 
sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 
c. Standar Kompetensi Lulusan 
Standar ini, merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan 
sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 
d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Standar ini, merupakan standar nasional tentang kriteria pendidikan prajabatan 
dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan dari 
tenaga guru dan tenaga kependidikan lainnya. 
e. Standar Sarana dan Prasarana 
Standar ini, merupakan kriteria minimal tentang ruang belajar, perpustakaan, 
tempat olahraga, tempat ibadah, tempat bermain dan rekreasi, laboratorium, 
bengkel kerja, sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang 
proses pembelajaran. Dalam standar ini termasuk pula penggunaan teknologi 
informasi dan komunikasi. 
f. Standar Pengelolaan 
Standar ini, meliputi perencanaan pendidikan, pelaksanaan dan pengawasan 
kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, pengelolaan pendidikan 
ditingkat kabupaten / kota, provinsi, dan pada tingkat nasional. Tujuan dari 
standar ini ialah meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan 
pendidikan. 
g. Standar Pembiayaan 
28 
 
Standar ini merupakan standar nasional yang berkaitan dengan komponen dan 
besarnya biaya operasi satuan pendidikan selama satu tahun. 
h. Standar Penilaian Pendidikan 
Standar ini, merupakan standar nasional penilaian pendidikan tentang 
mekanisme, prosedur, intrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian 
yang dimaksud disini adalah penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan 
menengah yang meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil 
belajar oleh satuan pendidikan dan penilain hasil belajar oleh pemerintah. 
Sedangkan bagi pendidikan tinggi, penilaian tersebut hanya meiputi : 
penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidik. 
Dari ke delapan standar nasional ini, pada akhirnya akan bermuara pada suatu 
tujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat. 
Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan setiap satuan pendidikan, baik formal 
maupun non formal untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan 
secara bertahap, sistematis dan terencana serta memiliki target dan kerangka waktu 
yang jelas agar dapat memenuhi atau bahkan melampaui standar pendidikan. 
Dalam sebuah sistem pendidikan meniscayakan adanya sebuah evaluasi guna 
mengontrol kinerja suatu satuan pendidikan, sehingga dengan adanya fungsi kontrol 
tersebut tingkat efektifitas, produktifitas, berhasil dan gagalnya sistem pendidikan 
29 
 
dapat dipantau. Mengenai pemantauan ini, diatur dalam Bab XII Pasal 78 PP SPN 
bahwa evaluasi pendidikan tersebut meliputi
31
 : 
a. Evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan ileh satuan pendidikan sebagai 
bentuk akuntabilitas; 
b. Evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan pemerintah; 
c. Evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; 
d. Evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
kabupaten; 
e. Evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk masyarakat / 
organisasi profesi untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan. 
 
 
Evaluasi kinerja pendidikan oleh pemerintah, sebagaimana tercantum pada 
poin ke dua diatas, dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional setelah menerima 
hasil laporan evaluasi kinerja pendidikan dari kabupaten / kota, provinsi dan atau 
lembaga evaluasi mandiri, kemudian Menteri melakukan evaluasi komperensif untuk 
menilai
32
 : 
a. Tingkat relevansi pendidikan nasional terhadap visi, misi, tujuan dan 
paradigm pendidikan nasional; 
b. Tingkat relevansi pendidikan nasional terhadap kebutuhan masyarakat akan 
sumber daya manusia yang bermutu dan berdaya saing; 
c. Tingkat mutu dan daya saing pendidikan nasional; 
d. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan; 
e. Tingkat efisiensi, produktivitas dan akuntabilitas pendidikan nasional. 
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Disamping itu ikut serta dalam proses evaluasi kinerja pendidikan, pemerintah 
juga berwenang dalam melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan 
pendidikan. Yang dimaksud akreditasi disini adalah kegiatan penilaian kelayakan 
program dan atau satuan pendidikan berdasarkan criteria yang telah ditetapkan. 
Akreditasi oleh pemerintah ini dilaksanakan oleh BAN-S/M (pada jenjang pendidikan 
dasar dan menengah), BAN-PT (pada jenjang pendidikan tinggi), dan BAN-PNF 
(pada jenjang pendidikan nonformal). Badan Akreditasi Nasional tersebut berada 
dibawah Menteri dan bertanggung jawab kepada Menteri. 
Berkaitan dengan sertifikasi sebagai bukti ligelitas pencapaian kompetensi 
peserta didik, dijelaskan bahwa pencapaian kompetensi akhir peserta didik 
dinyatakan dalam dokumen ijazah dan atau sertifikat kompetensi yang diterbitkan 
oleh satuan pendidikan yang telah terakreditasi. Dalam dokumen ijazah atau 
sertifikasi kompetensi tersebut setidaknya harus mencantumkan identitas peserta 
didik, pernyataan yang menyatakan peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari 
penilaian akhir satuan pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran yang 
ditempuhnya, pernyataan tentang kelulusan peserta didik dari UN beserta daftar nilai 
mata pelajaran yang diujikan, dan pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan 
telah memenuhi seluruh criteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. 
Mengenai perlu tidaknya standarisasi pendidikan nasional, bahwa standarisasi 
pendidikan sangatlah perlu adanya, dalam artian
33
 : 
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1. Standarisasi pendidikan nasional merupakan suatu tuntutan politik. Sebagai 
Negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa ini memerlukan suatu ukuran 
(yardstick) untuk menilai sejauh mana warga negara Indonesia itu mempunyai 
visi yang sama, pengetahuan dan ketarampilan yang dapat mengembangkan 
negara kesatuan tersebut; 
2. Standarisasi nasional pendidikan merupakan suatu tuntutan globalisasi yang 
penuh dengan adanya persaingan. Sehingga hal ini perlu disikapi dengan 
upaya terus menerus untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuan 
diri agar tidak menjadi budak dari bangsa – bangsa lain; 
3. Standarisasi pendidikan nasional merupakan tuntutan dari kemajuan 
(progress). Setiap negara tidak menginginkan negaranya tertinggal dari bangsa 
– bangsa lain. Setiap negara menginginkan menjadi negara yang maju, 
sehingga untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan kualitas sumber daya 
manusia yang tinggi yang bukan hanya menjadi konsumer dari produk – 
produk negara maju tetapi juga dapat berpartisipasi didalam meningkatkan 
mutu kehidupan manusia. 
Disamping ketiga hal tersebut, standar nasional pendidikan merupakan 
kebutuhan bangsa Indonesia, karena standar nasional pendidikan ini berfungsi 
sebagai alat untuk mengukur kualitas pendidikan, memetakan masalah pendidikan, 
32 
 
dan pada akhirnya bermuara pada penyusunan strategi dan rencana pengembangan 
sebagai sarana perbaikan mutu pendidikan nasional.
34
 
2. Standarisasi Pendidikan Minimum Nasional 
Pada awalnya standar kelulusan dicanangkan pada angka 3,01 untuk tahun 
ajaran 2002/2003, Pemerintah tidak mendapat tanggapan kontra. Hal demikian bisa 
dipahami bahwa standar 3,01 dimungkinkan masih bisa diraih oleh hampir semua 
siswa. Tetapi pada tahun berikutnya dengan terbitnya keputusan Mendiknas Nomor 
153/U/2003 tentang Ujian Nasional dengan standar 4,01 muncullah berbagai 
pendapat kontra dan kritikan tajam. Demonstrasi menentang keputusan Mendiknas 
pun tak terelakkan, dengan asumsi yang mendasari ke semuanya itu, pada umumnya 
adalah kekhawatiran banyaknya siswa yang akan tidak lulus, bila bercermin pada 
perolehan hasil UN pada tahun 2002/2003. 
Standar UN yang sekarang dipatok berdasarkan Permendiknas UN dengan 
angka 5,50 sebetulnya tidak singkron dengan kurikulum yang berlaku. Angka 
tersebut masih jauh berada dibawah standar kenaikan kelas, yaitu 6,00. Logikanya 
standar UN yang diberlakukan sekarang tidak perlu diributkan, jika kita sudah 
terbiasa dengan angka 6,00. Jadi mengapa harus dipersoalkan atau takut dengan 
angka 4,01 dan 4,25. Simpulannya tentu ada yang tidak beres dalam penyelenggaraan 
sekolah. Dalam realitas seperti ini, seharusnya dilakukan intropeksi seperti apakah 
penyelenggaraan sekolah. Tanpa diragukan tentu semua akan berpendapat bahwa 
sekolah pada nyatanya mutunya rendah. 
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Kenaikan standar kelulusan UN adalah sebagai konsekuensi rendahnya mutu 
pendidikan dengan tradisi lulus seratus persen. Persepsi yang terjadi di masyarakat 
terhadap sekolah yang bermutu berangkat dari presentase kelulusannya. Sehingga 
sekolah berusaha meluluskan semua siswanya tanpa menghiraukan hasil ujian 
nasional. Akibatnya terjadilah manipulasi nilai yang mencengangkan, karena rentang 
nilai UN dengan ujian sekolah terlalu jauh jaraknya. 
Di sisi lain, Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) mentargetkan 
pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan bagi seluruh jenjang 
sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) pada 2013. Standar 
pelayanan minimal pendidikan merupakan tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan 
dasar yang berlaku bagi pemerintah kabupaten / kota dan satuan pendidikan. 
Standar pelayanan minimal pendidikan dasar bagi kabupaten / kota terdiri atas 
14 indikator dikelompokkan ke dalam aspek ketersediaan, kualifikasi, dan 
kompetensi guru / kepal sekolah serte ketersediaan kualifikasi, kompetensi pengawas, 
dan frekuensi pengawasan. Adapun Standar pelayanan minimal bagi satuan 
pendidikan terdiri dari 13 indikator dikelompokkan ke dalam aspek isi pembelajaran, 
proses pembelajaran, penilaian pendidikan, buku, peralatan, dan media pembelajaran. 
Standar pelayanan minimal pendidikan dasar dikembangkan sejalan dan 
berdasarkan pada SNP, seta instrument akreditasi sekolah / madrasah. Standar 
pelayan minimal pendidikan dasar merupakan tahap awal impelementasi SNP yang 
mencangkup delapan standar, yakni standar isi, proses, pendidik, dan tenaga 
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kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, evaluasi pendidikan, 
dan kompetensi lulusan. 
Kemdiknas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 
2010 telah menetapkan standar pelayanan minimal pendidikan dasar di kabupaten / 
kota. Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Pendidikan yang mengatur standar pelayanan minimal pendidikan dasar dinyatakan 
tidak berlaku. Sasaran utama penerapan Standar pelayanan minimal pendidikan dasar 
adalah sekolah / madrasah yang memiliki nilai akreditasi terendah atau “D” belum 
menempuh proses akreditasi, dan belum memenuhi persyaratan akreditasi terendah 
(D). 
Berdasarkan jumlah sekolah peserta Ujian Nasional terdapat sebanyak 30.118 
SMP baik negeri maupun swasta. Program – program yang diluncurkan Kemdiknas 
diprioritaskan bagi sekolah – sekolah yang saat ini belum mencapai SPM. Program – 
program untuk mendukung tercapainya SMP diantaranya melalui program Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan blocgrant, seperti 
contoh, pemenuhan BOS dan pengadaan peralatan dan sarana prasarana melalui 
program DAK. Pemerintah juga membuat program untuk menunjang sekolah 
mencapai SPM. 
3. Manfaat Standarisasi Nasional Pendidikan 
Penentuan standar yang terus meningkatkan diharapkan akan mendorong 
peningkatan mutu pendidikan, yang dimaksud dengan penentuan standar pendidikan 
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adalah penentuan nilai batas (cut off score). Seseorang dikatakan sudah lulus / 
kompeten bila telah melewati nilai batas tersebut, berupa nilai batas antara peserta 
didik yang sudah menguasai kompetensi tertentu. Bila itu terjadi pada UN atau 
sekolah, maka nilai batas berfungsi untuk memisahkan antara peserta didik yang lulus 
dan tidak lulus disebut batas kelulusan, kegiatan penentuan batas kelulusan disebut 
standar setting. 
Adapun manfaat pengaturan standar ujian akhir, adalah sebagai berikut
35
 : 
1. Adanya batas kelulusan setiap mata pelajaran sesuai dengan tuntutan 
kompetensi minimum; 
2. Adanya standar yang sama untuk setiap mata pelajaran sebagai standar 
minimum pencapaian kompetensi. 
Ditinjau dari manfaat dan tujuannya, maka SNP memiliki fungsi sebagai dasar 
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka 
mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, dan bertujuan untuk menjamin mutu 
pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermatabat. 
 
E. Kurikulum 
Sebelum berbicara tentang evaluasi, telebih dahulu akan dikemukakan tentang 
kurikulum sebagai cara untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum mencangkup 
fokus program, media instruksi, organisasi materi, strategi pembelajaran, manajemen 
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kelas, dan peranan pengajar. Di Indonesia sekarang sedang dikembangkan kurikulum 
berbasis kompetensi (KBK) yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 
tentang kompetensi yang dibakukan untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional dan 
diterapkan melalui Kurikulum 2004. 
Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam draft tersebut, merupakan 
pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai – nilai yang dimiliki oleh peserta didik 
yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Selanjutnya dijelaskan 
bahwa kompetensi dapat diketahui melalui sejumlah hasil belajar dengan indikator 
tertentu. Kompetensi dapat dicapai melalui pengalaman belajar yang dikaitkan 
dengan bahan kajian dan bahan pelajaran secara kontekstual. Cara mencapai 
kompetensi yang dibakukan disesuaikan dengan keadaaan daerah dan atau sekolah. 
Berkaitan dengan hal ini dalam pelaksanaan kurikulum dikenal istilah diversifikasi 
kurikulum, maksudnya adalah bahwa kurikulum dikembangkan dengan 
menggunakan prinsip perbedaan kondisi dan potensi daerah, termasuk perbendaan 
individu peserta didik. 
Sebagaimana lazimnya sebuah kurikulum, Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (selanjutnya disingkat KTSP) memiliki kekuatan sekaligus kelemahan. 
Kekuatan KTSP adalah sebagai sarana untuk mengembangkan kreativitas sekolah dan 
sarana mengembangkan keunggulan local yang dapat mendorong terjadinya proses 
“globalisasi lokal” di Indonesia. Sedangkan kelemahan KTSP adalah meninggalkan 
celah besar dalam upaya pencapaian standar lulusan dan standar kelulusan. 
Disamping itu KTSP juga menyimpan potensi destruktif yang dapat mengakibatkan 
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disintegrasi bangsa. Kelemahan KTSP hanya dapat diatasi dengan secara konsisten 
menjalankan Pasal 72 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, dan 
mengimplementasikan pendidikan multikultural. 
KTSP merupakan model kurikulum yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai 
penyempurnaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum ini lahir sejalan 
dengan tuntutan perkembangan yang menghendaki desentralisasi, otonomi, 
fleksibilitas, dan keluwesan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengalam selama 
ini, dengan sistem pendidikan yang sentralistik telah menimbulkan ketergantungan 
yang sangat tinggi terhadap pusat, sehingga kemandirian dan kreativitas sekolah tidak 
tumbuh. Dalam pada itu, pendidikan pun cenderung mencerabut siswa – siswi dari 
lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan baru berupa 
desentralisasi yang ditandai dengan pemberian kewenangan kepada sekolah untuk 
mengolah sekolah. 
Desentralisasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan dan 
kinerja pendidikan, baik pemerataan, kualitas, relevansi, dan efisiensi pendidikan. 
Selain itu desentralisasi juga dimaksudkan untuk mengurangi beban pemerintah pusat 
yang berlebihan, mengurangi kemacetan – kemacetan jalur – jalur komunikasi, 
meningkatkan (kemandirian, demokrasi, daya tanggap, akuntabilitas, kreativitas, 
inovasi, prakarsa), dan meningkatkan pemberdayaan dalam pengelolaan dan 
kepemimpinan pendidikan).
36
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Mengacu kepada pendapat diatas, ada dua kepentingan besar dari 
desentralisasi pendidikan : pertama, untuk meningkatkan kinerja pendidikan; kedua, 
mengurangi beban pusat, sebab dikhawatirkan jika pusat terus dibebani tanggung 
jawab pengelolaan pendidikan, maka mutu pendidikan akan terus menurun. 
Ada dua isu besar yang mengiringi pelaksanaan otonomi pendidikan, yakni 
dimulainya masa transisi desentralisasi pengelolaan pendidikan dan kecendrungan 
merosot hasil pembangunan pendidikan yang selama ini dicapai.  
Sejalan dengan itu ada pula salah satu cara yang dapat ditempuh adalah 
diberlakukannya manajemen pendidikan berbasis pada sekolah (school based 
education) dan model perencanaan dari bawah (bottom up planning). Mengenai 
kecenderungan merosotnya pencapaian hasil pendidikan selama ini, langkah 
antisipasi yang perlu ditempuh adalah mengupayakan peningkatan partisipasi 
masyarakat terhadap dunia pendidikan, peningkatan kualitas dan relevansi 
pendidikan, serta perbaikan manajemen di setiap jenjang, jalur, dan jenis 
pendidikan.
37
 
Salah satu komponen yang disentralisasikan melalui penerapan school Based 
Management (selanjutnya disingkat SBM) adalah pengelolaan kurikulum adalah : 
Kurikulum yang dibuat oleh pemerintah pusat adalah kurikulum standar yang 
berlaku secara nasional. Padahal kondisi sekolah pada umumnya sangat beragam. 
Oleh karena itu, dalam implementasinya, sekolah dapat mengembangkan 
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(memperdalam, memperkaya, memodifikasi), namun tidak boleh mengurangi isi 
kurikulum yang berlaku secara nasional. Selain itu, sekolah diberi kebebasan untuk 
mengembangkan muatan kurikulum lokal.
38
 
Atas dasar inilah diperlukan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
sebagai kurikulum operasional sekolah. Dalam UU Sisdiknas Bab I Pasal 1 angka 15 
menetapkan, bahwa
39
 : 
KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di 
masing – masing satuan pendidikan. 
 
Jadi, dalam KTSP sekolah diberikan keluwesan untuk mengembangkan 
kurikulum sesuai dengan karakteristik, kebutuhan dan potensi sekolah dan daerah. 
Dalam panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan jenjang 
pendidikan dasar dan menengah yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional 
Pendidikan 2006, dinyatakan bahwa KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat 
satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, 
kalender pendidikan, dan silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu 
dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, 
kompetensi dassar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indicator 
pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. 
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Sejauh ini, KTSP telah dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia, 
dilaksanan di wilayah Republik Indonesia, walaupun belum merata karena berbagai 
faktor, antara lain faktor geografis, karena wilayah Indonesia merupakan wilayah 
kepulauan yang menjadi hambatan tersendiri. Faktor lain adalah kesiapan sekolah 
dalam mengimplementasikan KTSP. Kecenderungan selama ini, bahwa sekolah 
hanya mengharapkan kurikulum dari pusat telah menimbulkan sikap ketergantungan 
yang kuat, sehingga kemandirian apalagi kreativitas belum tumbuh, tentu menjadi 
hambatan tersendiri. 
Sejalan dengan lahirnya KTSP, pemerintah masih menggunakan UN untuk 
mengukur mutu, sekaligus menentukan kelulusan siswa, sedangkan dalam KTSP 
tidak dikenal UN, karena namanya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan 
kurikulum yang dikembangkan dari kebutuhan dan karakteristik sekolah. Persoalan 
semakin intens, ketika dihubungkan dengan kepantingan bangsa dalam hubungan 
dengan nation character building. Justru, jika mau jujur KTSP menciptakan gap antar 
daerah dan berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. 
Untuk mencapai tujuan pendidikan yang mulia ini disusunlah kurikulum yang 
merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan dan 
metode pembelajaran. Kurikulum digunakan sebagai pedoman dalam 
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang 
telah ditentukan. Untuk melihat tingkat pencapaian tujuan pendidikan, diperlukan 
suatu bentuk evaluasi. 
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F. Konsep Dasar Evaluasi 
Dalam proses belajar tentu saja diperlukan evaluasi. Jika tidak ada evaluasi, 
tentu tidak bisa diukur sejauh mana keberhasilan proses tersebut. Dari hasil evaluasi 
bisa diambil kebijakan yang berguna untuk memperbaiki hal yang belum sempurna, 
atau meningkatkan sesuatu aktivitas yang tidak sederhana. Banyak elemen yang 
terkait didalamnya. Evaluasi pendidikan bukanlah sebuah kalkulasi rumus 
matematika yang kaku. Banyak aspek dalam pendidikan yang tak begitu saja bisa 
dikonversi ke dalam angka – angka. Jika dikaitkan kembali dengan UN yang menguji 
tida, empat atau lima mata pelajaran dalam waktu beberapa jam, kemudian dapat 
dengan mudah ditentukan lulus atau tidak lulusnya seorang siswa. 
UU Sisdiknas tidak mengatur tentang ujian tetapi mengatur tentang evaluasi 
belajar Pasal 58 ayat (1). Sedangkan dalam PP SNP menggunakan istilah penilaian 
dan bukan evaluasi hasil belajar seperti yang digunakan dalam UU Sisdiknas. Di 
dalam Pasal 58 ayat (1)  UU Sisdiknas dengan tegas ditetapkan bahwa evaluasi hasil 
belajar dilakukan oleh pendidik. Namun dalam pasal 63 ayat (1) PP SNP justru 
mengatur lain bahwa penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik, satuan pendidik 
dan pemerintah. Konstruksi Bab X tentang Standar Penilaian Pendidikan dan Bab XI 
tentang Badan Standar Nasional Pendidikan telah dijadikan landasan oleh pemerintah 
untuk melaksakanan UN. 
Sedangkan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat 
(2)  serta Pasal 58 ayat (2) UU Sisdiknas, secara khusus diatur dalam Bab XII pada 
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PP SNP. Ketentuan dalam Pasal 57 tentang evaluasi sulit dikaitkan dengan ujian, 
karena evaluasi yang dimaksud lebih berkaitan dengan pendidikan secara luas. 
Evaluasi yang diterapkan seharusnya dapat menjawab pernyataan tentang 
ketercapaian tujuan Pendidikan Nasional. Adapun tujuan Pendidikan Nasional 
sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU Sisdiknas adalah
40
 : 
Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  
 
Dalam tujuan pendidikan di atas, terdapat beberapa kata kunci antara lain 
iman dan takwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 
demokratis. Konsekuensinya adalah evaluasi yang diterapkan harus mampu melihat 
sejauh mana ketercapaian setiap hal yang disebutkan dalam tujuan tersebut. Evaluasi 
harus mampu mengukur tingkat pencapaian setiap komponen yang tertuang dalam 
tujuan pendidikan. 
Dengan demikian evaluasi pendidikan merupakan salah satu komponen utama 
yang tidak dipisahkan dari rencana pendidikan. Namun perlu dicatat bahwa tidak 
semua bentuk evaluasi dapat dipakai untuk mengukur pencapaian tujuan pendidikan 
akan dapat dilihat apabla alat evaluasi yang digunakan sesuai dan dapat mengukur 
setiap tujuan. Alat ukur yang tidak relevan dapat mengakibatkan hasil pengukuran 
tida tepat dan bahkan salah sama sekali. 
a. Pengertian Evaluasi 
                                                             
 40 Undang-undang No.20 Tahun 2003, op.cit, h. 3. 
43 
 
Dalam UU Sisdiknas Bab I Pasal 1 angka 21 dijelaskan bahwa
41
. 
“Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan 
penetetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada 
setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban 
penyelenggaraan pendidikan.” 
 
Sementara itu, dalam PP SPN Bab I Pasal 1 angka 17 ditetapkan bahwa:  
“penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 
mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik”.42 
 
Berkenaan dengan istilah evaluasi dan penilian ini, antara evaluasi dan 
penilaian mempunyai persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya adalah 
keduanya mempunyai pengertian menilai atau menentukan nilai sesuatu. Sedangkan 
perbedaannya terletak pada konteks penggunaannya. Penilaian (assessment) 
digunakan dalam konteks yang lebih sempit dan biasanya dilaksanakan secara 
internal, yakni oleh orang – orang yang menjadi bagian atau terlibat dalam sistem 
yang bersangkutan, seperti guru menilai hasil belajar murid atau supervisor menilai 
guru. Baik guru maupun supervisor adalah orang – orang yang menjadi bagian dari 
system pendidikan. Sebaliknya evaluasi digunakan dalam konteks yang lebih luas dan 
biasanya dilaksanakan secara eksternal, seperti konsultan yang disewa untuk 
mengevaluasi suatu program, baik pada level terbatas maupun pada level yang luas.
43
 
Istilah pengukuran (meansurement) mengandung arti “the act or process of 
ascertaining the extent or quantity of something” (wand an Brown dalam Zainal 
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arifin, 1991). Sedangkan menurut Hopkins dan Antes (1990) mengartikan 
pengukuran sebagai “suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka – 
angka berdasarkan hasil pengamatan mengenai beberapa ciri (attribute) tentang 
suatu objek, orang atau peristiwa”. Dengan demikian, evaluasi dan penilaian 
berkenaan dengan kualitas daripda sesuatu, sedangkan pengukuran berkeenaan 
dengan kualitas (yang menunjukkan angka – angka) daripada sesuatu. Oleh karena 
itu, dalam proses pengukuran diperlukan alat ukur yang standar, baik dalam tes 
maupun nontes.
44
 
Tes adalah alat atau cara yang sistematis untuk mengukur suatu sampel 
perilaku. Sebagai suatu alat ukur, maka didalam tes terdapat berbagai item atau 
serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik. Tes yang 
baik adalah tes yang memenuhi persyaratan validitasi (ketepatan/ kesahihan) dan 
reliabilitas (ketetapan/ keajegan).   
b. Tujuan dan Fungsi Evaluasi 
Secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui 
efektivitas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Secara khusus, tujuan 
evaluasi adalah untuk : mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap 
kompetensi yang telah ditetapkan, mengetahui kesulitan – kesulitan yang dialami 
peserta didik dalam proses belajar, sehingga dapat dilakukan diagnosis dan 
kemungkinan memberikan remedial teaching, dan mengetahui efisiensi dan 
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efektifitas strategi pembelajaran yang digunakan guu, baik yang menyangkut metode, 
media maupun sumber – sumber belajar. 
Depdiknas mengemukakan tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk  
melihat produktivitas dan efektifitas kegiatan belajar mengajar, memperbaiki dan 
menyempurnakan kegiatan guru, memperbaiki, menyempurnakan dan 
mengembangkan program belajar – mengajar, mengetahui kesulitan – kesulitan apa 
yang dihadapi oleh siswa selama kegiatan belajar dan mencarikan jalan keluarnya dan 
menempatkan siswa dalam situasi belajar – mengajar yang tepat sesuai dengan 
kemampuannya.
45
 
Selanjutnya mengenai fungsi evaluasi, adalah : secara psikologis, peserta 
didik perlu mengetahui prestasi belajarnya, sehingga ia merasakan kepuasan dan 
ketenangan, secara sosiologis, untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup 
mampu untuk terjun ke masyarakat. Mampu dala arti dapat berkomunikasi dan 
beradaptasi dengan seluruh lapisan masyarakat dengan segala karakteristiknya, secara 
didaktis – metodis, evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan 
peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya 
masing – masing, kemudian untuk mengetahui kedudukan peserta didik diantara 
teman – temannya, apakah ia termasuk anak yang pandai, sedang atau kurang, untuk 
mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh program pendidikannya, 
untuk membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi, baik dalam rangka 
menentukan jenis pendidikan, jurusan maupun kenaikan tingkat / kelas dan terakhir 
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secara administrasf, evaluasi berfungsi untuk memberikan laporan tentang kemajuan 
peserta didik kepada pemerintah, pimpinan / kepala sekolah, guru / intruktur, 
termasuk peserta didik itu sendiri. 
Fungsi evaluasi dapat dilihat berdasarkan jenis evaluasi itu sendiri, yaitu
46
: 
a. formatif, yaitu memberikan feed back  bagi guru / instruktur sebagai 
dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan 
program remedial bagi peserta didik yang belum menguasai 
sepenuhnya materi yang dipelajari. 
b. sumartif, yaitu mengetahui tingkat penguasaan peserta didik trhadap 
materi pelajaran, menentukan angka (nilai) sebagai bahan keputusan 
kenaikan kelas dan laporan perkembangan belajar, serta dapat 
meningkatkan motivasi belajar. 
c. dianostik, yaitu dapat mengetahui latar belakang peserta didik 
(psikologis, fisik dan lingkungan) yang mengalami kesulitan belajar. 
d. selesksi dan penempatan, yaitu hasil evaluasi dijadikan dasar untuk 
menyeleksi dan menempatkan peserta didik sesuai dengan minta dan 
kemampuannya. 
Selain fungsi evaluasi terdapat pula prinsip – prinsip umum evaluasi, adalah : 
kontinuitas, komprehensif, objektivitas, koop-eratif, mendidik, akuntabilitas dan 
praktis. Dengan demikian, evaluasi pembelajaran hendaknya dirancang sedemikian 
rupa, sehingga jelas abilitas yang harus dievaluasi, materi yang akan diecauasi, alat 
                                                             
 46 Ibid. 
47 
 
evaluasi dan interpretasi hasil evaluasi menjadi bagian integral dari proses 
pembelajaran agar hasilnya objektif, evaluasi harus menggunakan berbagai alat 
(instrument) dan sifatnya komprehensif diikuti dengan tindak lanjut. Di samping itu, 
evaluasi juga harus memperhatikan prinsip keterpaduan, prinsip berorientasi kepada 
kompetensi dan kecakapan hidup, prinsip belajar aktif, prinsip koherensi, dan prinsip 
diskriminalitas.
47
 
c. Ruang Lingkup Evaluasi Pembelajaran 
Sesuai dengan petunjuk pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang 
diskeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, ruang lingkup evaluasi 
pembelajaran dalam perspektif penilaian berbasis kelas adalah
48
 : 
1. Penilaian kompetensi dasar mata pelajaran. Kompetensi dasar pada 
hakikatnya adalah pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai – nilai yang 
direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak setelah peserta didik 
menyelesaikan suatu aspek atau subjek mata pelajaran tertentu; 
2. Penilaian Kompetensi Rumpun Pelajaran. Rumpun pelajaran merupakan 
kumpulan dari mata pelajaran atau disiplin ilmu yang lebih spesifik. Dengan 
demuikian, kompetensi rumpun pelajaran pada hakikatnya merupakan 
pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai – nilai yang direfleksikan dalam 
kebiasaan berfikir dan bertindak yang seharusnya dicapai oleh peserta didik 
setelah menyelesaikan rumpun pelajaran tersebut. 
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3. Penilaian Kompetensi Lintas Kurikulum. Kompetensi lintas kurikulum 
merupakan kompetensi yang harus dicapai melalui seluruh rumpun pelajaran 
dalam kurikulum. Kompetensi lintas kurikulum pada hakikatnya merupakan 
pengetahuan, keterampilan, sikap dan bertindak yang mencangkup kecakapan 
belajar sepanjang hayat dan kecakapan hidup yang harus dicapai oleh peserta 
didik melauli pengalaman belajar secara berkesinambungan. Penilaian 
ketercapaian kompetensi lintas kurikulum ini dilakukan terhadap hasil belajar 
dari setiap rumpun pelajaran dalam kurikulum; 
4. Penilaian Kompetensi Tamatan. Kompetensi tamatan merupakan 
pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai – nilai yang direfleksikan dalam 
kebiasaan berfikir dan bertindak setelah peserta didik menyelesaikan jenjang 
tertentu; 
5. Penilaian Terhadap Pencapaian Keterampilan Hidup. Penguasaan berbagai 
kompetensi rumpun dasar, kompetensi lintas kurikulum, kompetensi rumpun 
pelajaran dan kompetensi tamatan melalui berbagai pengalaman belajar jung 
memberikan efek positif (nurturan effects) dalam bentuk kecakapan hidup 
(life skills). Kecakapan hidup yang dimiliki peserta didik melalui berbagai 
pengalaman belajar ini, juga perlu dinilai sejauh mana kesesuaiannya dengan 
kebutuhan mereka untuk dapat bertahan dan berkembang dalam 
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kehidupannnya dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Jenis – jenis 
kecakapan hidup yang perlu dinilai antara lain
49
 : 
a. Keterampilan diri (keterampilan personal) : penghayatan diri sebagai 
makhluk Tuham YME, motivasi berprestasi, komitmen, percaya diri dan 
mandiri. 
b. Keterampilan berpikir rasional : berpikir kritis dan logis, berpikir 
sistematis, terampil menyusun rencana dan memecahkan masalah secara 
sistematis. 
c. Keterampilan sosial : keterampilan berkomunikasi lisan dan tertulis; 
keterampilan bekerjasama, kolaborasi, lobi; keterampilan mempengaruhi 
orang lain. 
d. Keterampilan akdemik : keterampilan merancang, melaksanakan, dan 
melaporkan hasil penelitian ilmiah; keterampilan membuat karya tulis 
ilmiah; keterampilan mentransfer dan mengaplikasikan hasil – hasil 
penelitian untuk memecahkan masalah, baik berupa proses maupun 
produk. 
e. Keterampilan vokasional : keterampilan menemukan algoritma, model, 
prosedur untuk mengerjakan suatu tugas; keterampilan melaksanakan 
prosedur; keterampilan mencipta produk dengan menggunakan konsep, 
prinsip, bahan, dan alat yang telah dipelajari. 
                                                             
 49 Tilaar, op.cit, h. 49. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Metode Pendekatan 
Adapun metode penilitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 
adalah sebagia berikut: 
Metode pendekatan, yang meliputi : 
a. Pendekatan Yuridis; yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui 
kesesuaian antara bahasan  masalah dengan ketentuan hukum yang 
berlaku. 
b. Pendekatan sosiologis; yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat 
pengaruh timbal balik antara kehidupan sosial dengan penegakan hukum, 
begitupun sebaliknya. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. 
Dipilihnya lokasi penelitian ini, didasarkan atas pertimbangan bahwa di Kota 
Makassar Penyelenggaraan pendidikan mengalami perkembangan yang sangat 
signifikan dibandingkan tenaga kependidikan serta giat dalam meningkatkan 
pembangunan disegala bidang. 
2 
 
C. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini, adalah seluruh guru dan siswa kelas tiga 
SMA, Madrasah Aliah dan SMK yang ada di Kota Makassar Provinsi Sulawesi 
Selatan. Sampel ditetapkan secara purposive sampling yaitu dengan menentukan 
jumlah tertentu responden. 
Penetapan sampel dengan jumlah tertentu ini, didasarkan homogenitas 
responden yaitu sebagai penyelenggara pendidikan dan peserta didik. Adapun 
rincian sampel penelitian adalah : 
 SMA Negeri 2 Makassar (Negeri). 
 SMA Kartika WRB-1 (Swasta). 
 SMK Negeri 1 Makassar (Negeri). 
 SMK Prima Mandiri Sejahterah (Swasta). 
 Madrasah Aliyah Negeri 1 (Negeri). 
 Madrasah Aliah Pesantren Immim Putera Makassar (Swasta). 
Dengan demikian, jumlah keseleruhan sekolah yang menjadi sampel 
penelitian adalah sebanyak 6 (enam) sekolah dan jumlah responden ditetapkan 
dengan jumlah keseluruahan adalah 30 (tiga puluh) responden yaitu masing – 
masing SMA, SMK dan Madrasah Aliah diwakili oleh 2 (dua) guru dan 3 (tiga) 
siswa. 
 
D. Jenis dan Sumber Data 
a. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara 
langsung dari responden di lokasi penelitian dengan metode 
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wawancara maupun kuisoner dengan para pihak yang berkaitan dengan 
kasus atau masalah penilitian. 
b. Data sekunder adalah data yang diperloleh dari studi kepustakaan dan 
informasi berupa buku,dokumen perundang-undangan, hasil karya tulis 
dan penelitian para ahli serta bahan lain yang berkaitan dengan 
masalah dan objek yang diteliti. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
      Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut : 
a. Kuesioner maupun Wawancara, penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk 
menggali dan mendalami hal-hal penting yang belum terjangkau melalui 
angket atau untuk mendapatkan jawaban yang lebih detail atas suatu 
persoalan. 
b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk 
mendapatkan dokumen-dokumen tertulis, perundang-undangan,literatur, 
karya ilmiah, hasil penelitian, dan arsip yang dibutuhkan dalam penilitian. 
F.  Analisis Data 
            Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 
dan kuantatif. Terhadap data-data yang terkumpul yang tidak  berupa angka-angka 
dianalisis secara kualitatif, sedangkan analisis kuantitatif dilakukan terhadap data 
yang berupa angka-angka dan yang diperoleh dari pendekatan empiris. 
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            Data yang telah dikumpulkan dijadikan bahan acuan untuk menyusun 
tabulasi data dan selanjutnya menganalisis dengan menggunakan distribusi 
frekuensi, dengan rumus sebagai berikut : 
 P = F/N x 100% 
Keterangan : 
 P = Presentase 
 F = Frekuensi 
 N = Jumlah Responden 
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BAB IV 
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
 
A. Pelaksanaan Ujian Nasional Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Di Kota  
Makassar 
1. Kompetensi Dalam Melakukan Evaluasi Hasil Belajar 
Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan Negara. Karena itu, pendidikan adalah merupakan proses 
yang berlangsung secara bertahap. Daya serap siswa dalam interaksi pembelajaran 
pada kurun waktu tertentu tidak seharusnya diukur hanya berdasarkan satu parameter 
saja. Berbagai evaluasi secara berkala, misalnya ulangan harian, merupakan bagian 
dari upaya pendidik untuk mengukur keberhasilan tingkat keberhasilan siswanya. 
Salah satu yang terpenting adalah hak melakukan evaluasi hasil belajar peserta 
didiknya. 
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Sebagaimana diketahui bahwa kemampuan akademik peserta didik tidak 
sama. Kemampuan siswa menyelesaikan soal sudah tentu pasti berbeda, tergantung 
kondisinya. Jika seorang siswa yang pada hari UN kebetulan sakit, atau bisa jadi 
kondisi psikisnya dalam keadaan tidak stabil. Ketika siswa tersebut, gagal dalam 
melaksanakan UN, maka kondisi kejiwaannya akan mengalami masalh, kendatipun 
selama ini nilai harian yang diperolehnya sangat tinggi, namun tidak lagi 
diperhitungkan. 
Di dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 pada Pasal 72 Tentang 
Standar Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa peserta didik dinyatakan lulus, jika 
berhasil melampaui ujian nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah.
1
 
Demikian pula yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional No. 75 Tahun 2009 bahwa UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian 
kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan 
menengah. 
Berdasarkan ketentuan di atas, maka UN merupakan indikator utama yang 
menentukan kelulusan siswa. Kebijaksanaan pemerintah yang menentuan kelulusan 
siswa. Kebijaksanaan pemerintah yang menjadikan UN sebagai satu – satunya syarat 
dalam menentukan kelulusan siswa, menimbulkan konsekuensi hak guru di dalam 
melakukan evaluasi menjadi terabaikan atau dengan kata lain, mekanisme 
pelaksanaan UN telah mengabaikan atau tidak menghargai otoritas guru. 
                                                             
 1 Tim Fokus Media, op.cit, h. 15. 
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Mengenai otoritas guru dalam menilai siswanya, dalam Pasal 23 ayat (2) PP 
No. 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar menetapkan bahwa
2
 : 
Guru berkewajiban menilai kegiatan dan kemajuan belajar siswa serta 
pelaksanaan kurikulum yang berada dalam wewenang dan tanggung 
jawabnya. 
Sejalan dengan itu, di dalam Pasal 58 UU ayat (1) UU Sisdiknas ditetapkan 
bahwa
3
 : 
Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau 
proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara 
berkesinambungan. 
 
Dengan ketentuan diatas, maka pelaksanaan UN telah mengabaikan kewajiban 
guru dalam melakukan evaluasi ataupenilaian belajarnya terhadap siswanya. 
Selanjutnya didalam Pasal 39 ayat (2) UU Sisdiknas menetapkan pula bahwa
4
 : 
 
Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 
melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 
pembimbingan dan pelatihan, seta melakukan penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. 
 
Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi 
menurut Pasal 59 ayat (1) UU Sisdiknas ditetapkan bahwa hanya terhadap pengelola 
satuan pendidikan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan dan bukan evaluasi terhadap 
hasil belajar peserta didik. 
Demikian pula halnya pelaksanaan UN di Kota Makassar, tampaknya pihak 
sekolah pada umumnya tidak punya keberanian meluluskan siwa yang sehari – hari 
                                                             
 2 Ibid, h. 17. 
 3 UU No.20 Tahun 2003, op.cit, h. 17. 
 4 Ibid, h. 12. 
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berprestasi dan berperilaku baik, jika ada nilai UN dari siswanya tidak memenuhi 
ketentuan. Hal ini disebabkan, karena indikator kelulusan siswa harus berpatokan 
pada standar nilai yang berlaku secara nasional. 
Kendatipun berbagai pendapat yang berkembang memandang bahwa UN 
bukan satu – satunya penentu kelulusan, sebab siswa yang lulus UN bisa saja tidak 
diluluskan oleh pihak sekolah, jika hasil evaluasi sehari – hari termasuk perilakunya 
dianggap tidak memenuhi syarat. Namun dalam kenyataannya tidak dilaksanakan, 
sebab meski bukan satu – satunya parameter kelulusan, namun UN menjadi penentu 
utama dan harus menjadi patokan bila ingin meluluskan siswa. 
Penentu kelulusan siswa yang berdasarkan pada standar UN dengan 
sendirinya memasung kreatifitas pembelajaran semua materi yang diajarkan oleh guru 
harus mengacu pada target menjawab soal – soal UN. Karena itu, kondisi yang 
sekarang terjadi adalah para pengelola sekolah berkompetisi untuk mencari strategi 
bagaimana cara agar siswanya dapat lulus 100%. 
Beradasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui, bahwa pada 
umumnya sekolah di Kota Makassar menargetkan kelulusan UN siswanya 100%. 
Target kelulusan ini, mengandungarti begitu besarnya peranan UN sebagai penentu 
kelulusan siswa. Realitas ini, tentunya kurang memperhatikan lagi kondisi hasil 
evaluasi belajar sehari – hari dari siswa. Pada hal seharusnya indicator utamanya 
adalah pada evaluasi yang dilakukan sehari – harinya oleh guru terhadap siswanya. 
Dengan kenyataan yang demikian ini, memunculkan pandangan yang 
menghendaki bahwa penetapan kelulusan siswa sebaiknya berdasarkan standar nilai 
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kelulusan yang disesuaikan dengan kondisi sekolah atau daerah. Hal ini disebabkan 
karena standar kelulusan UN siswa dianggap tidak mencerminkan kondisi nyata dari 
sekolah yang bersangkutan. Secara faktual realisasi pendidikan tidak dapat disamakan 
antara yang dikota dengan daerah pelosok. 
Berdasarkan uraian diatas, maka tampak bahwa mengenai kewenangan dalam 
melakukan evaluasi terdapat ketidak sinkronan secara vertikal, antara UU Sisdiknas 
yang memberi sepenuhnya kewenangan kepada pendidik untuk melakukan evaluasi, 
dan menentukan kelulusan siswanya, dengan PP No. 19 Tahun 2005 jo Permendiknas 
No. 75 Tahun 2009, dimana kewenangan evaluasi justru ditentukan oleh Pemerintah 
secara nasional melalui parameter UN. Karena itu, PP No. 19 Tahun 2005 jo 
Permendiknas No. 75 Tahun 2009 perlu ditinjau kembali dengan menyesuaikan 
materi muatannya, agar tidak bertentangan dengan UU Sisdiknas yang kedudukannya 
lebih tinggi.
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2. Penilaian Ujian Nasional 
Dalam suatu penilaian tidak hanya didasarkan atas aspek kognitif saja, 
melainkan harus juga dipertimbangkan aspek efektif dan psikomotoriknya. Dalam 
kaitan dengan UN, maka jika ditelusuri model penilaian UN, sangat jauh dari prinsip 
penilaian yang bersifat komprehensif, karena hanya memuat aspek kognitif saja. Di 
dalam Pasal 20 Peraturan Mendiknas No. 75 Tahun 2009 menentukan standar 
kelulusan 5.50 sebagai nilai rata – rata minimal penentu kelulusan atau bagi SMK 
dengan nilai pratikum 7.00. Standar kelulusan ini, kontradiksi dengan UU Sisdiknas 
                                                             
 5 Slamet, op.cit, h. 38. 
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sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 35 ayat (1) menegaskan bahwa kompetensi 
lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencangkup sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.
6
 
Berdasarkan penjelasan ketentuan diatas, maka penentu kelulusan tidak hanya 
difokuskan pada aspek pengetahuan saja, tetapi mencangkup sikap dan keterampilan. 
Dalam kaitannya dengan UN yang menentukan standar angka 5.50 hasil UN, hanya 
merupakan aspek pengetahuan (kognitif) saja. Sementara itu, dalam UU Sisdiknas 
sesungguhnya tidak hanya bertumpu semata – mata pada aspek kognitif saja, tetapi 
juga pada aspek efektif dan psikomotorik. 
Sistem pendidikan seharunya memperhatikan berbagai aspek yang akan 
melingkupinya. Tidak hanya dari segi akademik berupa aspek paedagogik, tetapi juga 
pada aspek social paedagogik harus menjadi acuan bagi pihak yang menentukan 
kebijaksanaan. Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional adalah 
sangat baik, namun tidak dapat dipandang bahwa UN adalah satu – satunya sarana 
yang digunakan untuk mencapainya. Pendidikan hanya bisa berkualitas, jika 
keseluruhan kebijaksanaan pendidikan diarahkan pada berbagai aspek. Karenanya 
tidaklah tepat, jika UN hanya mengukur salah satu dari indikator mutu pendidikan, 
yaitu prestasi belajar. Untuk mengukur standar mutu pendidikan harus dilihat struktur 
pendidikan secara menyeluruh, termasuk prestasi non akademis, seta proses input 
pendidikan. 
                                                             
 6 Kadir, op.cit, h. 27. 
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Dengan kebijaksanaan pemerintah yang tidak tepat itu, maka pengembangan 
kepribadian yang dialami siswa selama mengikuti proses pendidikan disekolah hanya 
sebatas intelektual, yaitu pada aspek yang kognitif (pengetahuan) saja, dan belum 
mencangkup perkembangan kepribadiannya secara utuh. Dengan kondisi 
perkembangan kepribadian siwa yang pada umumnya tidak utuh, sehingga 
memunculkan sikap mental yang tidak siap menghadapi persaingan dan tantangan 
dalam kehidupan tahap selanjutnya. Sikap mental yang demikian ini, pada akhirnya 
membuat bangsa kita terpuruk dalam berbagai bidang. 
Sistem penentuan kelulusan UN, yaitu minimal 5.50, sebagaimana dalam 
Permendiknas No. 75 Tahun 2009 tidak dapat dijustifikasi secara paedagogis, 
khususnya jila nilai itu dijadikan patameter satu – satunya dalam penentuan bagi 
kelulusan siswa. Konsekuensi ini, menimbulkan kontradiksi dalam merealisasikan 
fungsi dari pendidikan nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Sisdiknas 
yang menetapkan bahwa
7
 : 
Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, betujuan unutk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulua, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta betanggung jawab. 
 
Proses UN yang diselenggarakan melalui ujian dengan tenggang waktu 
beberapa hari, dan penilainnya menggunakan tes tertulis dengan bentuk soal pilihan 
                                                             
 
7
 UU No.20 Tahun 2003, op.cit, h. 3. 
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ganda dan lebih banyak mengukur mantra pengetahuan. Hal ini sangat berbeda 
dengan penilaian berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK), semua catatan 
hasil kemajuan belajar dapat dirangkum dan dikuantitatifkan untuk dijadikan dasar 
penentu sertifikasi bagi siswa yang menamatkan pendidikannya. Untuk keperluan 
sertifikasi ini, kinerja dan hasi belajar yang dicantumkan dalam surat tanda tamat 
belajar atau ijzah tidak semata – mata didasarkan atas hasil akhir jenjang sekolah. 
Aspek yang dinilai mencangkup tiga ranah, yaitu kognitif, efektifitas, dan 
psikomotorik.
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Demikian pula hanya dengan realitas yang terjadi di Kota Makassar, penilaian 
kelulusan siswa juga masih bertumpu pada aspek kognitif melalui instrument UN, 
sehingga pada dasarnya belum bersesuaian dengan kondisi sekolah atau daerah. Hal 
ini, tampak dari hasil penelitian, seperti pada table berikut ini : 
 
Tabel 1 
Pendapat Responden Tentang Penilaian Ujian Nasional 
Dengan Kondisi Sekolah atau Daerah 
 
No. Indikator Jumlah Frekuensi 
1. Sesuai 13 22 
2. Kurang Sesuai 36 60 
                                                             
 8 Darmantiyas, op.cit, h.42. 
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3 Tidak Sesuai 11 18 
Jumlah 60 100 
Sumber : Data primer setelah diolah, 2012 
Berdasarkan tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa pada umumnya responden 
memandang penilaian kelulusan UN kurang sesuai dengan kondisi sekolah atau 
daerah. Dari 50 responden terdapat 36 responden (60%) berpendapat kurang sesuai 
dan hanya 13 responden (22%) yang menyatakan sesuai. Sebaliknya 11 responden 
(18%), justru memandang tidak sesuai. Hal ini mengandung makna, bahwa pada 
nyatanya memang penilaian kelulusan UN tidak memperhatikan atau 
mempertimbangkan kondisi sekolah atau daerah, sehingga secara nasional kondisi 
sekolah atau daerah dipandang sama saja. Meskipun faktanya tidaklah demikian, 
karena masing – masing daerah pasti akan berbeda dari berbagai segi, seperti 
pendidiknya maupun kemampuan siswanya. Konsekuensi yang ditimbulkan dengan 
adanya keseragaman penilaian, tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan 
terjadinya perlakuan yang diskriminatif dalam memandang kemampuan nyata setiap 
daerah atau sekolah tertentu. 
3. Persiapan Dalam Menghadapi UN 
Dalam menghadapi diselenggarakannya UN, maka berbagai persiapan telah 
dilakukan oleh semua elemen yang terlibat di dalamnya. Sekolah – sekolah 
penyelenggara berbenah diri untuk menyambut dilaksanakannya UN yang tentu saja 
sangat diharapkan akan lebih baik dari tahun – tahun sebelumnya. 
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Demikian pula dalam hal mempersiapkan siswa menghadapi UN, sekolah 
menawarkan atau menyediakan berbagai programnya, misalnya program penambahan 
jam pelajaran diluar jam wajib (les) ataupun melakukan try out. Semuanya dilakukan 
beberapa bula atau bahkan beberapa minggu sebelum UN dilaksanakan. Mengenai 
kesiapan sekolah ini, dapat diketahui sebagaimana pada table berikut ini. 
 
Tabel 2 
Pendapat Responden Tentang Kesiapan Sekolah Dalam 
Menghadapi Pelaksanaan Ujian Nasional 
No. Indikator Jumlah Presentase 
1 Melakukan les tambahan 14 23 
2 Bimbingan khusus 9 15 
3 Memperbanyak melatih mengerjakan 
soal 
37 
 
62 
Jumlah 60 100 
Sumber : Data primer setelah diolah, 2012 
 
Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa pada umumnya responden 
dalam menghadapi UN mempersiapkan siswanya dengan cara memperbanyak 
melatih mengerjakan soal. Dari 100 responden, terdapat 37 responden (62%) 
menyatakan kesiapan sekolah dalam menghadapi UN dengan memperbanyak melaith 
mengerjakan soal UN dan 9 responden (15%) mengemukakan dilakukan dengan cara 
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menyelenggarakan bimbingan khusus. Sebaliknya 14 responden (23%) justru 
melakukan les tambahan. Dari pendapat responden ini, dapat diartikan bahwa sekolah 
sangat memperhatikan dalam mempersiapkan siswanya menghadapi UN. 
Upaya yang dilakukan sekolah dalam mempersiapkan siswanya ini, sebagai 
akibat dari adanya target tertentu kelulusan. Disamping itu, juga bersangkut paut 
dengan citra sekolah, dan kekhawatiran sekolah, jika dalam UN banyak siswanya 
yang tidak lulus akan berdampak kepada sekolah itu sendiri. Kendatipun pelaksanaan 
program tersebut, dilakukan ketika menjelang dilaksanakannya UN, sehingga paling 
tidak siswa ekstra belajar dan menyediakan waktunya, untuk mengikuti program – 
program yang disiapkan oleh sekolah masing – masing. 
Kesiapan sekolah dalam menghadapi pelaksanaan UN dengan cara 
mengumpulkannya siswanya dalam satu tempat khusus, untuk dibimbing selama 
dalam waktu tertentu atau dengan cara memperbanyak latihan dalam menjawab soal – 
soal UN, menunukkan betapa persiapan yang dilakukan oleh sekolah dalam 
menghadapi UN dirasakan sangat serius. Padahal sesungguhnya untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan sebenarnya harus dirintis sejak siswa itu, mulai masuk sekolah 
yang bersangkutan. 
Hampir semua sekolah menganggap alokasi waktu atau jam efektif sekolah 
yang ditetapkan pemerintah dirasakan sangatkurang, sehingga sekolah membuat jam 
pelajaran tambahan dengan bimbingan belajar. Pendalaman dalam bentuk berbagai 
program belajar yang orientasinya hanya satu, yaitu lulus dengan nilai UN yang 
tinggi. Dari sekian siswa yang mengikuti les mata pelajaran, hanya sedikit yang 
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bertujuan supaya mempunyai keterampilan hidup sesuai dengan mata pelajaran les 
yang diikutinya. Sedangkan sebagian besar siswa lainnya hanya bertujuan supaya 
nilai (angka) menjadi baik, tanpa disertai keterampilan hidup berkaitan dengan mata 
pelajaran tersebut. 
Demikian pula menjelang UN siswa disibukkan dengan persiapan – persiapan 
dalam menghadapi UN. Segala daya dan usaha dikerahkan demi suksesnya mereka 
dalam mengikuti UN. Apalagi untuk mencapai kelulusan siswa harus mencapai angka 
5.50. Untuk itu, diperlukan persiapan yang matng, karena merupakan langkah 
setengah sukses. Cara – cara yang biasanya dilakukan siswa dalam menghadapi UN 
antara lain : 
1) Belajar lebih giat lagi dengan cara belajar mandiri atau kelompok. 
2) Siswa harus membuat peta kekurangan. Dalam hal ini siswa harus 
mempunyai gambaran tentang mata pelajaran mana yang mampu mereka 
pahami dan mata pelajaran mana yang mengalami kesulitan. 
3) Siswa selalu menjaga kesehatan, sehingga pada UN dalam kondisi sehat. 
Walaupun materi pelajaran banyak yang harus dihafal dan dipelajari, 
jangan sampai mengabaikan atau kurang memperhatikan kesehatan. 
Dalam pada itu, kesulitan dan kerugian yang ditanggung masyarakat bukan 
hanya soal materi, melainkan lebih dari itu. Akibat kebijaksanaan UN dengan 
menentukan nilai kelulusan maka orang tua murid, guru, dan sekolah dipaksa atau 
terpaksa memberikan pelajaran tambahan bagi siswanya. Proses pendidikan untuk 
sementara waktu dihentikan agar ada cukup waktu bagi murid untuk dilatih 
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mengerjakan soal ujian. Waktu istirahat dan libur diabaikan demi membiasakan siswa 
menghadapi soal UN. Pengertian tidak lagi dipetingkan, sebab yang lebih utama, 
adalah bisa mengerjakan soal dengan cepat dan benar. 
 
B. Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Dalam Pelaksanaan Ujian Nasional Di  
Kota Makassar 
Dalam menghadapi pelaksanaan UN terdapat berbagai faktor yang dapat 
mempengaruhinya, antara lain seperti materi UN, kesiapan guru, fasilitas, kelulusan 
dan standar nilai kelulusan siswa. Ke semua faktor – faktor ini, memegang peranan 
penting dalam mempengaruhi pelaksanaan UN yang diadakan serentak secara 
nasional. 
1. Materi Soal Ujian Nasional 
Dalam realitas pelaksanaan UN yang dilaksanakan secara nasional membawa 
suatu masalah yang sangat krusial, tidak hanya kepada para penyelenggara sekolah, 
tetapi juga kepada guru dan siswa, terutama berkenaan dengan materi soal yang akan 
diujikan dalam UN. Mengenai materi soal UN ini, dari hasil penelitian terungkap 
bahwa pada umumnya materi soal UN tidaklah mudah untuk diselesaikan, 
sebagaimana tampak pada table berikut ini. 
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Tabel 3 
Pendapat Responden Tentang Kesulitan 
Menyelesaikan Materi Soal UN 
Sumber : Data primer setelah diolah, 2012 
Dari tabel diatas, tampak bahwa responden pada umumnya berpendapat 
kesulitan dalam menyelesaikan materi soal UN. Dari 100 responden terdapat 44 
responden (73%) yang menyatakan materi UN agak sulit untuk dijawab, sedangkan 
14 responden (23%) justru berpandangan sangat kesulitan dalam mengerjakan soal 
UN dan hanya 2 responden (4%) berpendapat tidak sulit (mudah) dalam mengerjakan 
soal UN. 
Dalam kaitan ini, didalam Pasal 9 Permendiknas No. 75 Tahun 2009 
menetapkan bahwa 6 mata pelajaran UN dikembangkan dan dikelola Pusat Penilaian 
Pendidikan Badan Penelitian Pengembangan Depdiknas dibawah koordinasi Badan 
Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Selain itu, soal UN ditelaah oleh guru, dosen 
No. Indikator Jumlah Persentase 
1. Sangat sulit 14 23 
2. Agak sulit 44 73 
3. Tidak sulit (mudah) 2 4 
Jumlah  60 100 
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dan Puspendik dibawah koordinasi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan 
selanjutnya soal UN ditetapkan oleh BSNP. Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (3) 
Permendiknas No. 75 Tahun 2009 ditegaskan pula bahwa Soal ujian nasional disusun 
dan dirakit berdasarkan kisi – kisi soal UN tahun pelajaran 2010/2011. 
Berdasarkan ketentuan diatas, maka UN bukan bagian integral dari kegiatan 
kurikulum atau proses belajar mengajar sehari – hari yang melibatkan guru dan siswa. 
Dengan penerapan kurikulum atau pendidikan berbasis ujian, segenap tenaga guru 
dan siswa akan digunakan untuk menyiapkan ujian itu. Karena ujian itu, khususnya 
soal yang disiapkan oleh BSNP akan terdiri dari pilihan ganda, hanya sebagian 
kemampuan kognitif siswa yang terukur. Karena aspek kognitig yang selalu menjadi 
prioritas, maka aspek efektif (perasaan kemanusiaan, kebersamaan toleransi dan lain 
– lain) dan psikomotorik (keterampilan fungsional) akan terabaikan. UN yang 
pembuatan soalnya terpusat dengan standar kelulusan dengan nilai 5.50, merupakan 
kekhawatiran bagi para guru. 
Masalahnya materi yang diujikan dalam UN itu, belum tentu sama dengan 
materi pelajaran yang diajarkan disekolah. Nilai rapor siswa baik atau tergolong 
siswa unggulan tidak menjadi jaminan bisa lolos UN, karena pembuatan soal yang 
sentralistik. 
Kebijaksanaan UN yang terulang dalam Permendiknas No. 75 Tahun 2009, 
adalah kebijaksanaan yang sangat tidak realistis dan bertantangan dengan UU 
Sisdiknas, karena tidak dapat mendeteksi perbedaan potensi peserta didik di tiap – 
tiap daerah. Hal ini berarti, bahwa kebijaksanaan UN telah menyimpang dari amanat 
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UU Sisdiknas sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) bahwa Kurikulum pada 
semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi 
sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. 
Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Penjelasan Pasal 36 ayat (2) UU 
Sisdiknas, bahwa Pengembangan kurikulum secara berdiversifikasi dimaksudkan 
untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan 
dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah. 
Pemberlakuan sistem UN melalui Permendiknas No. 75 Tahun 2009, yang 
merupakan kebijaksanaanyang ditempuh oleh pemerintah dalam menentukan standar 
mutu pendidikan secara nasional. Keputusan untuk melaksanakan UN yang tujuannya 
tentu, adalah untuk memperbaiki kualitas pendidikan tidak didukung oleh paying 
hokum. Dengan kata lain pelaksanaan UN dari aspek hukumnya tidak memiliki 
landasan yang kuat, karena materi muatannya tidak sinkron dengan UU Sisdiknas. 
Keinginan Pemerintah semacam ini, meski dengan argumentasi menjaga mutu 
pendidikan nasional, sebenarnya justru menghilangkan esensi desentralisasi dan 
otonomi daerah itu sendiri khususnya dibidang pendidikan. 
Demikian pula dengan penggantian istilah dari evaluasi menjadi ujian 
menunjukkan penguatan peran ujian sebagai pusat kurikulum. Padahal yang lebih 
tepat, adalah istilah evaluasi, namun dengan mengubah praktik pelaksanaannya, yaitu 
pada akhir tahun atau tahap akhir dilakukan evaluasi dengan menggunakan data, 
seperti tes akhir nasional, daerah atah sekolah, hasil atau karya otentik siswa selama 
masa studi, dan hasil evaluasi diri siswa. Jadi, laporan evaluasi tahap akhir, adalah 
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potret yang sebagian besar bersifat kualitatif tentang jati diri siwa sebagai individu 
dan dalam kelompok, beserta segala prestasi yang dapat digunakan untuk menjalani 
hari depannya. 
2. Persiapan Guru Dalam Menghadapi UN 
Dalam menghadapi pelaksanaan UN, persiapan guru tentulah akan sama 
dengan siswanya. Persoalan yang sering dihadapi, adalah terletak kepada rasio 
ketersediaan guru dengan jumlah siswa yang akan menghadapi UN. Dari hasil 
penelitian diketahui mengenai rasio perbandingan guru dan siswa yang akan 
mengikuti UN, sebagaimana dapat dilihat pada table berikut ini. 
Table 4 
Pendapat Responden Tentang Perbandingan Guru dengan 
Jumlah Siswa Yang Mengikuti UN 
No. Indikator Jumlah Presentase 
1. Sudah sesuai 27 45 
2. Kurang sesuai 29 48 
3. Tidak sesuai 4 7 
Jumlah 60 100 
Sumber : Data primer setelah diolah, 2012 
 
Table diatas menunjukkan bahwa jumlah guru yang ada disekolah, dari 60 
responden terdapat 29 responden (48%) menyatakan kurang sesuai atau sebanding 
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antara rasio jumlah guru dengan rasio jumlah siswa yang ada, sedangkan 27 
responden (45%) mengemukakan bahwa rasio jumlah guru dengan jumlah siswa 
sudah sesuai atau sebanding dan 4 responden (7%) justru berpendapat tidak sesuai 
atau sebanding. Dengan realitas seperti ini, dimana ratio perbandingan guru dengan 
jumlah siswa yang tidak sesuai atau sebanding, maka tentulah tidak dapat diharapkan 
akan terjadi proses belajar mengajar yang kondusif. Demikian pula transfer ilmu tidak 
akan terlaksana dengan baik, dan akibatnya pastilah berdampak kepada rendahnya 
kelulusan siswa dan UN. 
Kendatipun dalam Pasal 41 UU Sisdiknas telah ditetapkan bajwa 
pengangkatan, penempatan dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur 
oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal 
yang mengangkatnya. 
Selain itu, dalam relaitasnya ternyata banyak terdapat guru yang mengajar 
pada mata pelajaran yang di UN – kan bukan berlatar belakang pendidikan mata 
pelajaran yang bersangkutan, akibatnya tentu saja sangat berpengaruh terhadap 
kualitas siswa disekolah tersebut. Padahal dalam Pasal 42 ayat (1) UU Sisdiknas telah 
ditetapkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai 
dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 
Berkenaan dengan profesionalitas guru ini, dari hasil penelitian ini dapat 
diketahui sebagaimana pada tabel berikut : 
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Tabel 5 
Pendapat Responden Tentang Profesional Guru 
Dalam Mengajar 
No. Indikator Jumlah Persentase 
1. Sudah professional 26 43 
2. Kurang professional 33 55 
3. Tidak professional 1 2 
Jumlah 60 100 
Sumber : Data primer setelah diolah, 2012 
 
Berdasarkan data pada tabel 5 diatas, tampak bahwa dari 60 responden 
terdapat 26 responden yang berpendapat guru yang mengajar dalam rangka 
menghadapi UN sudah professional. Sedangkan 33 responden (55%)  justru 
memandang guru yang mengajar kurang professional dan 1 responden (2%) 
berpendapat tidak professional. realitas ini disebabkan karena banyak guru yang 
mengajar atau membimbing siswa yang akan menghadapi UN tidak sesuai dengan 
keahliannya dalam mata pelajaran yang akan di ujian nasionalkan. Akibatnya siswa 
akan mengalami kesulitan dalam memahami mata pelajaran tersebut, karena tidak 
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terjadi transfer ilmu yang baik dan memadai, kendatipun demikian para guru selama 
ini, tidak merasakan adanya manfaat nyata dari UN, terutama dalam hal peningkatan 
kualitas mengajar. seharusnya otoritas guru dalam melakukan evaluasi, mestinya bisa 
selaras dengan misi pemerintah untuk mengendalikan mutu pendidikan. pemetaan 
yang dibuat oleh pemerintah setiap berakhir pelaksanaan UN, perlu ditindaklanjuti 
dengan pelatihan intensif terhadap guru bidang studi tertentu di daerah, yang 
siswanya banyak mengalami kegagalan dalam menempuh UN. 
Di sekolah siswa yang seharusnya menjadi subjek pendidikan dijadikan 
sebagai alat yang menentukan keberhasilan lembaga pendidikan (sekolah). Disinilah 
siswa akan dipacu untuk menyerap pengetahuan dari guru sebanyak – banyaknya. 
Guru tidak lagi berorientasi apakah siswanya memahami dengan baik, apa yang 
mereka ketahui. Orientasi pembelajaran yang dilakukan guru berubah menjadi 
bagaimana supaya kurikulum yang ditargetkan dapat tercapai, sekaligus bagaimana 
agar pada saatnya nanti, para siswanya dapat menjawab soal – soal menjadi taruhan 
kredibilitas lembaga sekolah. Bahkan pemerintah sendiri menilai mutu lembaga 
sekolah dapat dilihat melalui nilai UN yang diperoleh siswanya pada saat ujian. Guru 
akhirnya memilih jalan pintas, siswa terus menerus dilatih menyelesaikan soal, 
sementara kebutuhan analisis ditinggalkan, sehingga yang diutamakan hanyalah 
bagaimana agar supaya dapat menjawab soal UN dengan baik. 
3. Fasilitas Pendukung Pelaksanaan Ujian Nasional 
Salah satu hal yang dapat mendukung tercapainya mutu pendidikan adalah 
adanya dukungan fasilitas yang memadai untuk menyelenggarakan proses belajar 
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secara baik. Tanpa dukungan fasilitas, maka proses pembelajaran tidak akan dapat 
direalisasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Mengenai 
fasilitas ini, dapat diketahui dari table dibawah ini. 
 
Tabel 6 
Pendapat Responden Tentang Fasilitas Sekolah yang 
Mendukung Pelaksanaan UN 
No. Indikator Jumlah Persentase 
1. Sudah mendukung 19 31 
2. Kurang mendukung 40 67 
3. Tidak mendukung 1 2 
Jumlah 60 100 
Sumber : Data primer setelah diolah, 2012 
 
Data diatas menunjukkan bahwa fasilitas yang ada di sekolah tampaknya 
kurang mendukung terwujudnya proses belajar yang kondusif. Dari 60 responden 
terdapat 40 responden (67%) menyatakan fasilitas disekolah kurang mendukung, 
sedangkan 19 responden (31%) memandang fasilitas sudah mendukung dan 1 
responden (2%) justru berpendapat tidak mendukung. Hal ini berarti bahwa fasilitas 
yang dimiliki sekolah pada umumnya belum memadai, sehingga kalau pemerintah 
mengharapkan kualitas yang sama pada sekolah tersebut sangat tidak mungkin 
terjadi. 
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Dalam Pasal 45 ayat (1) UU Sisdiknas ditetapkan bahwa setiap satuan 
pendidikan formal dan non formal wajib menyediakan sarana dan prasarana yang 
memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan perkembangan potensi fisik, 
kecerdasan, intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. 
Fasilitas yang digunakan dalam proses belajar mengajar guru pada saat 
mengajar dipakai pula oleh siswa pada saat belajar. Pada hal fasilitas yang lengkap 
akan memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa. 
Kenyataan menunjukkan pada saat ini, dengan banyaknya siswa yang masuk sekolah, 
maka memerlukan alat – alat yang membantu lancarnya proses belajar siswa dalam 
jumlah yang besar pula, seperti buku – buku perpustakaan, laboratorium atau media – 
media lain. 
Hal ini dipertegas dalam Pasal 41 ayat (3) UU Sisdiknas ditegaskan bahwa 
pemerintah dan pemerintah daerah wajib menfasilitasi satuan pendidikan dengan 
pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya 
penddikan yang bermutu. 
Ketentuan diatas, jelas belum terelaisir dengan baik, oleh karena pada daerah 
tertentu, termasuk di Kota Makassar masih kesulitan pada masalah penyediaan 
anggaran untuk mengadakan, atau memberikan perlengkapan dalam rangka 
memenuhi kebutuhan akan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar. 
Karenanya untuk mewujudkan terselenggaranya pendidikan yang bermutu, 
tampaknya masih menjadi kendala terutama pada pengadaan sarana yang memadai. 
4. Kelulusan Dalam Ujian Nasional 
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Masalah kelulusan merupakan hal yang sangat dikhawatirkan oleh para 
penyelenggara sekolah, guru dan siswa. Fakta menunjukkan pada umumnya sekolah 
ditargetkan dengan jumlah tertentu kelulusan siswanya. Membawa dampak terjadinya 
berbagai kecurangan yang merusak citra pelaksanaan UN. Pada dasarnya tingkat 
kelulusan siswa, dapat saja terjadi kelulusan yang cukup tinggi, disebabkan karena 
adanya ujian ulang yang dimungkinkan oleh Permendiknas No. 75 Tahun 2009, 
sehingga kemnugkinan besar siswa lulus akan semakin terbuka lebar. 
Jika penentuan kelulusan ini, dikaitkan dengan Pasal 61 ayat (2) UU Sisdiknas 
yang menengaskan bahwa ijazah prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang 
pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang 
terakreditasi. 
Atas dasar ketentuan Pasal 61 ayat (2) UU Sisdiknas diatas, tampak bahwa 
sesungguhnya penentuan kelulusan siswa menjadi kewenangan pihak sekolah, dan 
bukannya merupakan kewenangan dari pemerintah dengan sarana penentuannya 
melalui rambu – rambu UN. realitas ini menunjukkan bahwa dengan tidak meratanya 
kualitas pendidikan di tiap – tiap sekolah, berarti akan menimbulkan problem yang 
dihadapi oleh sekolah yang tidak berkualitas. Pihak sekolah akan berupaya mencari 
solusi dan tidak mungkin akan tinggal diam membiarkan siswanya untuk tidak lulus. 
Akhirnya mereka akan menggunakan cara – cara tertentu agar siswanya bisa lulus. 
Walaupun pada nyatanya fasilitas mereka tidak memadai, guru yang kurang 
berkualitas dan jumlah guru yang tidak memadai. Sebab, semakin banyak siswanya 
tidak lulus berarti menunjukkan semakin rendahnya kualitas disekolah yang 
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berasngkutan. Paraorang tua siswa tentunya tidak akan menerima begitu saja 
ketidaklulusan anak – anak mereka, dan yang lebih tragis lagi sekolah yang 
bersangkutan akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Karenanya pihak sekolah 
akan menempuh berbagai alternative kecurangan. 
Adapun bentuk kecurangan yang sangat mungkin dilakukan oleh guru untuk 
dapat meluluskan siswanya antara lain, adalah adanya kerjasama diantara guru – guru 
untuk memudahkan atau member peluang siswa mencontek atau member kunci 
jawaban pada siswa pada saat ujian. 
Fakta ini, tentunya sangat merusak citra pendidikan yang diselenggarakan dan 
merusak moral dari anak didik, sehingga tujuan diadakannya UN yang dimaksudkan 
untuk peningkatan mutu pendidikan, yang terjadi bahkan sebaliknya. 
Tujuan penyelenggaraan UN, adalah untuk peningkatan mutu, dan stadarisasi mutu, 
menjadi sesuatu yang sulit untuk dapat terwujud, Mutu pendidikan tidak bisa diukur 
hanya dengan melakukan evaluasi belajar terhadap siswa semata. Karena kondisi 
masing – masing penyelenggara pendidikan, atau sekolah adalah sangat jauh berbeda 
baik dari segi kualitas maupun fasilitas yang dimilikinya. 
Namun demikian realitasnya mutu dan fasilitas yang bergam itu, kini hanya 
ditentukan dengan berpedoman pada angka syarat kelulusan siswa melalui perolehan 
angka UN. 
5. Standar Nilai Kelulusan Siswa Dan Peningkatan Mutu Pendidikan 
Kebijaksanaan pemerintah dalam mengukur mutu pendidikan nasional 
dilakukan dengan menggunakan parameter nilai kelulusan dalam UN. Parameter ini 
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berlaku secara nasional, sehingga tidak ada perbedaan antar sekolah yang 
diselenggarakan didaerah pelosok dan yang ada di kota. 
Dari hasil penelitian, diketahui bahwa yang sebaiknya dijadikan indicator dalam 
menentukan kelulusan siswa, sebagaimana pada tabel berikut ini : 
Tabel 7 
Pendapat Responden Tentang Indikator 
Kelulusan Siswa dalam UN 
No. Indikator Jumlah Persentase 
1. Standar kelulusan nasional 8 13 
2. Standar kelulusan sesuai kondisi sekolah / 
daerah 
24 40 
3. Standar kelulusan lain 28 47 
Jumlah 60 100 
Sumber : Data primer setelah diolah, 2012 
 
Dari tabel 6 diatas, tampak bahwa dari 60 responden terdapat 28 responden 
(47%) yang menghendaki adanya standar kelulusan lain. Sedangkan 24 responden 
(40%) berpendapat kelulusan siswa sebaliknya menggunakan standar kelulusan yang 
disesuaikan dengan kondisi sekolah atau daerah. Selain itu, terdapat 8 responden 
(13%) yang memandang kelulusan siswa ditentukan dengan menggunakan standar 
kelulusan nasional. 
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Dengan demikian dari hasil penelitian tersebut, maka pemerintah seharusnya 
melakukan evaluasi ulang, paling tidak diupayakan suatu model standar yang dapat 
diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sekolah, seperti misalnya 
membuat standar kelulusan baru yang dipertimbangkan kondisi sekolah atau daerah, 
sehingga pada penyelenggaraan UN yang pertimbangan kondisi sekolah atau daerah 
dengan keinginan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. 
Selanjutya mengenai relevansi antara standar kelulusan UN dengan kondisi daerah, 
dapat dilihat pada table berikut ini. 
 
Tabel 8 
Pendapat Responden Tentang Standar Kelulusan UN 
Dengan Kondisi Sekolah / Daerah 
No. Kategori Jumlah Persentase 
1. Sesuai 13 22 
2. Kurang sesuai 36 60 
3. Tidak sesuai 11 18 
Jumlah 60 100 
Sumber : Data primer setelah diolah, 2012 
 
Table diatas menunjukkan bahwa dari 60 responden, 36 responden (60%) 
berpendapat standar kelulusan nasional kuran sesuai dengan kondisi sekolah . daerah. 
Sedangkan 13 responden (22%) menyatakan sudah sesuai dan 11 responden (18%) 
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mengemukakan standar kelulusan yang ditetapkan pemerintah pusat tidak sesuai 
dengan realitas pendidikan yang ada di sekolah . daerahnya. Hal ini member petunjuk 
bahwa standar kelulusan UN dalam penetapannya tidak memperhatikan kondisi 
nyata, tetapi lebih cenderung mengindentikkan semua daerah, adalah sama dalam 
penyelenggaraan pendidikannya. Pada hal dala realitasnya kondisi daerah pastilah 
tidak sama, seperti misalnya antara sekolah Jawa dengan Sulawesi Selatan khusunya 
di Kota Makassar ataupun daerah lainnya. 
Selain itu, standar kelulusan nasional dijadikan sebagai sarana untuk 
mengukur mutu pendidikan nasional. Karena itu, kebijaksanaan pemerintah mengenai 
hal ini  selalu dikaitkan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan. Adapun 
mengenai relevansi antara standar kelulusan nasional dengan peningkatan mtu 
pendidikan, dapat diketahui sebagaimana pada tabel berikut ini. 
 
Tabel 9 
Pendapat Responden Tentang Standar Kelulusan Nasional 
Dan Peningkatan Mutu Pendidikan 
No. Indikator Jumlah Persentase 
1. Dapat meningkatkan 31 51 
2. Kurang meningkatkan 19 32 
3. Tidak meningkatkan 10 17 
Jumlah 60 100 
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Sumber : Data primer setelah diolah, 2012 
 
Berdasarkan data diatas, tampak bahwa dari 60 responden terdapat 31 
responden (51%) yang memandang standar kelulusan secara nasional dapat 
meningkatkan mutu pendidikan dan 19 responden (32%) menyatakan kurang 
meningkatkan dan bahkan 10 responden (17%) justru berpendapat standar kelulusan 
nasional tidak meningkatkan mutu pendidikan, paling tidak didaerah akan melakukan 
usaha maksimal dalam memenuhi tuntutan materi soal UN dengan materi muatan 
mata pelajaran yang di UN – kan. Dengan demikian guru dan siswa akan 
menyesuaikan diri dengan secara sadar memenuhi dan mengikuti muatan pelajaran 
yang sesuai dengan mata pelajaran yag di UN – kan.  
Mengenai kebijaksanaan penentuan kelulusan dengan standar nilai yang 
ditetapkan dalam Permendiknas No. 75 tahun 2009, hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat 
(1) Permendiknas No. 75 Tahun 2009 sebagai kriteria lulus ditetapkan sebagai 
berikut
9
: 
a. Memiliki nilai rata – rata 5.50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, 
dengan nilai minimal 4.00 untuk paling banyak 2 mata pelajaran dan 
minimal 4.25 untuk mata pelajaran lainnya; 
b. Khusus untuk SMK, nilai mata pelajaran praktik kejuruan minimal 7.00 
dan digunakan untuk menghitung rata – rata UN. 
                                                             
 
9
 Ibid, h. 7. 
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Penentuan criteria kelulusan tersebut, dipandang sangat memberatkan 
terutama oleh siswa di sekolah – sekolah yang diproses pembelajarannya tidak 
memadai atau yang berada di pelosok desa, disebabkan karena kualitas belajar atau 
proses belajar mengajar yang tidak memadai. Selain itu, kurangnya guru yang 
mengajar baik dari segi kualitas maupun jumlahnya serta tidak didukung oleh fasilitas 
penyelenggaraan pendidikan yang disediakan oleh sekolah yang kurang memadai. 
Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengelola sekolah 
penyelenggara UN adalah merupakan bukti adanya campur tangan pemerintah dalam 
rangka melaksanakan tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Selaknya 
pemerintah mendelegasikan kewenangannya kepada sekolah dalam penentuan 
kelulusan peserta didik. Keterlibatan pemerintah cukup melakukan pengawasan 
terhadap kinerja sekolah penyelenggara UN. Selain itu, pemerinta seharunya sebelum 
memberlakukan standarisasi kelulusan, terlebih dahulu menggunakan standarisasi 
masukan dan proses pendidikan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, selanjutnya 
upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui pemberlakuan UN yang standarnya 
ditingkatkan disertai pula dengan peningkatan kualitas infrastruktur dan suprastruktur 
pendidikan pada semua aspek. 
Kebijaksanaan dalam rangka meningkatkan standar mutu pendidikan tentu 
tidak dengan cara menambahkan angka terhadapstandar kelulusan sebelumnya, tetapi 
harus pula diperhitungkan implikasi apa yang timbul dari peningkatan standar mutu 
itu. Secara substansial, mestinya didukung dengan penguatan structural pendidikan 
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secara umum untuk menjawab sejumlah persoalan mendasar yang masih harus 
dibenahi, antara lain : 
a. Banyaknya gedung sekolah yang rusak berat. 
b. Meningkatnya jumlah anak putus sekolah dan anak jalanan. 
c. Kekurangan  guru. 
d. Penyelesaian wajib belajar 9 tahun. 
e. Tuntutan untuk perbaikan fasilitas pendidikan, seperti buku pelajaran, 
penyediaan computer dan laboratorium. 
Tidak dapat disankali bahwa standar nilai secara nasional memang harus ada 
untuk mengukur mutu pendidikan nasional, namun pemerinta seharusnya 
melakukannya sesuai amanat yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Sisdiknas yang 
menegaskan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses 
kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengeloaan, 
pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan 
berkala. 
Idealnya seharusnya Kementerian Pendidikan Nasional mengajak perwakilan 
guru, orang tua murid, maupun LSM untuk bermusyawarah. Selama ini, Kementrian 
Pendidikan Nasional hanya mengkomunikasikan kebijaksanaannya kepada pihak 
yang pro, seperti kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten / kota. Unsur – 
unsur terlibat dalam komunikasi tersebut, hanya pihak – pihak yang punya 
kepentingan structural, sedangkan pihak lain yang dianggap kontra, seperti LSM dan 
guru – guru sama sekali tidak diajak untuk membicarakanya. 
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Pemberlakuan kebijaksanaan yang tidak partisipasi tersebut, tidak sesuai 
dengan semangat UU Sisdiknas pada Pasal 4 ayat (1) yang menetapkan bahwa 
pendidikan diselenggarakan secara demoktratis dan berkeadilan serta tidak 
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi masnusia, nilai keagamaan, nilai 
cultural dan kemajemukan bangsa. 
Karena itu, pemerintah dalam menetapkan suatu kebijaksanaan seharusnya 
yang demokratis, seperti harus memperhatikan pentingnya sosialisasi rencana 
kebijaksanaan, dan masukan publik melalui serangkaian konsultasi publik dengan 
waktu yang memadai, dan memberlakukan kebijaksanaan tersebut dengan hati – hati 
dan transparan. Dengan demikian posisi masyarakat dalam konteks kebijaksanaan 
tersebut menjadi pihak yang ikut bertanggungjawab dalam memujudkan 
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 
Dalam realitasnya sekolah tentu tidak menginginkan nama baik atau 
pengcitraan rusak akibat perolehan hasil UN para siswanya yang rendah atau tidak 
lulus. Konsekuensi yang ditimbulkan dari realitas ini, adalah semua sekolah akan 
berlomba agar hasil UN siswanya memperoleh nilai maksimal. Hal ini sama persis 
ketika sekolah berorientasi pada bagaimana agar NEM murid dapat dicapai setinggi – 
tingginya. Dengan orientasi sistem nilai yang berkembanga ditengah masyarakat yang 
memandang keberhasilan pendidikan melalui angka kuantitatif baik dalam rapor, 
ijazah, ataupun NEM, maka pada akhirnya yang menjadi fokus utama dalam proses 
pendidikan, adalah perolehan angka – angka yang tinggi pada UN. Pada hal tujuan 
pendidikan nasional tidak hanya semata bertumpu pada perolehan angka yang tinggi, 
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tetapi bagaimana peserta didik dapat menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehatm berilmu, cakap kreatif, mandiri dan 
menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab. 
 
  
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Simpulan 
a. Pelaksanaan Ujian Nasional kurang efektif pelaksanaannya sebagai akibat 
kebijaksanaan penetapan standar nilai dalam realitasnya tidak sesuai dengan 
kondisi objektif sejumlah sekolah didaerah. Akibat cenderung terjadi usaha – 
usaha ekstra untuk memenuhi tuntutan standar nilai kelulusan dengan cara 
meningkatkan upaya kognitif kepada siswa untuk lulus dan tidak lagi 
memperhatikan aspek efektif dan psikomotoriknya. 
b. Dalam pelaksanaan Ujian Nasional di Kota Makassar dipengaruhi oleh faktor 
materi soal dalam Ujian Nasional, kesiapan guru, fasilitas, kelulusan dan 
standar nilai kelulusan. 
 
B. Saran 
a. Mengingat Permendiknas No. 75 Tahun 2009 dalam beberapa hal kontradiktif 
dengan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional, maka 
sebaliknya untuk Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang mengatur 
masalah Ujian Nasional untuk tahun ajaran yang baru, agar materi muatannya 
didasarkan pada amanat dalam UU Sistem Pendidikan Nasional. 
b. Kelulusan siswa seharusnya tidak perlu ditetapkan standar secara nasional, 
tetapi sebaliknya tetap menjadi kewenangan dari sekolah dalam menetapkan 
standar kelulusan siswa, serta standar mutu pendidikan nasional, sebaliknya 
tidak bertumpu pada perolehan nilai dari Ujian Nasional semata, tetapi 
sebaliknya lebih berroientasi pada parameter akreditasi sekolah dengan focus 
pada aspek kompetensi yaitu efektif, koqnitik dan psikomotorik dari siswa 
yang mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. 
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